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Kebijakan Penanggulangan dan Pem binaan 
Terhadap Anak Jalanan 

oleh Pemerintah Kota Padang 

Aldri Frinaldi, SH, M.Hum 
Nora Eka Putri, S.JP, M.Si 

Helen Fitria 

ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji tentang Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan Anak Jalanan 
oleh Pemenntah Kota Padang. Feno~nena semalun bertarnbahnya jurnlah anak jalanan di 
Kota Padang menimbulkan efek bagi pembangunan di Kota Padang baik pernbangunan fisik 
maupun non fisik. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori kebijakan. 
Kebijakan dalam Budi Winamo adalah suatu tujuan, program, keputusan, UU, ketentuan- 
ketentuan, standar dan grand design. Selanjutnya teori kebijakan tersebut juga dikaitkan 
dengan model-model kebijakan dan terkait dengan kebijakan pemerintah di era otonomi 
daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif (naturalistic) 
yang dilandasi filsafat fenomenologi. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisa 
data deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan ditemukan 
bahwa dalam penanggulangan dan pembinaan anak jalanan, Pemerintah Kota Padang 
mengimpletnentasikan program pelatihan dan pemberian bantuan modal usaha bagi anak- 
anak jalanan dan orang tua anak jalanan tersebut, namun belurn berjalan maksimal. 
Selanjutnya Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang belurn mengalokasikan 
anggaran vang memadai termasuk komitmen yang jelas untuk melakukan pembinaan, 
termasuk persoalan fasilitas dan prasarana yang mendukung program tersebut juga beltun 
maksimal. 



EXECUTIVE SUfif.MA R Y 

Peneliti : 1. Aldn Frinaldi, SH, M.Hwn 
2. Nora Eka Putri, SIP, M.Si 
3. Helen Fitria 

Judul Penelitian : Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan Terhadap Anak Jalanan 
oleh Pemerintah Kota Padang 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semangat otonorni daerah bahwa petnbangunan di daerah 

men.jadi tanggungjawab pemerintah daerah, salah satu diantaranya adalah dalam perurnusan 

kebijakan yang mampu memberikan penanggulangan dan pembinaan bagi masyarakat 

ekonorni lemah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Persoalan yang dlhadapi oleh 

masyarakat ekonomi lemah tidak saja berlusar pada pencapaian pendapatan perkapita rata- 

rata atau ukuran kualitas hidup ekonomi saja, akari tetapi persoalan tersebut lebih Ianjut juga 

terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari segi pendidikan dan 

kesejahteraan sosial. Kecenderungan masyarakat ekonomi lemah temtama di perkotaan, 

dalam berbagai aspek kehidupan pencapaiannya belum optimal seperti masalah pendidikan, 

tempat tinggal dan kesejahteraan anggota keluarga lainnya. Fenomena yang semakin 

menjamur di perkotaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah adalah semakin 

tingginya jumlah anak jalanan (usia pra sekolah, sekolah, pasca sekolah) yang berkeliaran 

tanpa ada aktivitas yang jelas (mengamen, mengemis, dsb) di sekitar terminal, pasar dan 

kerarnaian umum lainnya. 

Salah satu kota dengan jumlah anak jalanan semakin meningkat dari waktu ke waktu 

adalah Kota Padang, apalagi pasca gempa burni 30 September 2009 jumlah anak jalanan di 

Kota Padang semakin meningkat. Titik lokasi berkeliarannya anak jalanan di Kota Padang 

adalah di sekitar Lapangan Imam Bonjol, dan perempatan jalan protokol di Kota Padang. 

Kondisi tersebut belurn diatasi secara maksimal oleh Pemerintah Kota Padang (misalnya efek 

negatif yang dirasakan oleh an& jalanan sepem: kekerasan, knminalitas, pelecehan seksual, 

pemerasan dan lain-lain). Meskipun pemerintah bempaya mengatasinya melalui program 

rumah singgah, namun hasilnya belum optimal, ditatnbah lagi dengan model penanganan 

represif melalui satpol PP. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dinilai belum 

menyentuh akar persoalan anak jalanan di Kota Padang. 



Metode Penelitian yang digunakan di dala~n perielitian i~i i  adalah pendekatan 

kualitatif (naturalistic) yang dilandasi ole11 filsafat fenomenolopj. Penelitian ini dilakukan di 

Kota Padang di sekitar jalan Bagindo Aziz Chan dan di sekitar Taman Imam Bonjol Kota 

Padang. Analisis data yang digunakan di dalam penelitian iui adalah analisa data deskriptif 

kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan ditemukan bahwa dalam 

penanggulangan dan pembinaa~l anak jalanan, Pemerintah Kota Padang 

mengimplementasikan program pelatihan dan pemberian bantuan modal usaha bagi anak- 

anak jalanan dan orang tua anak jalanan tersebut, narnun belum bejalan maksimal. 

Selanjutnya Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang belurn mengalokasikan 

anggaran yang memadai termasuk komitmen yang jelas untuk melakukan pembinaan, 

termasuk persoalan fasilitas dan prasarana yang mendukung program tersebut juga belu~n 

maksimal. 



B:ltl I 

PENDAI I ULUAN 

1.1 Latsr Helakang Masalah 

Pernbangunan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah 

Daerah seyogianya selalu dihij 11kan bag  penillgkatan kese~ahteraan 

masyarakat. Hal ini sesuai dengan maksud bentuk negara yang Wayare 

State. Dalam Pembukaan UUD Kegara Republik Indonesia Tahun 1945 

juga ditegaskan bahwa negara Republik Indonesia dibentuk bagi 

kepentingan kesejahteraan umtun selumh rakyat Indonesia. Namun, setelah 

sekian lama Pemerintah maupun Pemerintah Daerah belurn mampu 

mencapai cita-cita kesejahteraan umum tersebut. Indikasi tentang ha1 ini 

terlihat upaya pengentasan kerniskinan yang ternyata belum menunjukkan 

hasil yang melnbawa perubahan kearah kehidupan yang lebih sejahtera. 

Era reformasi yang dimulai seiak tahun 1998, diikuti dengan 

perubahan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah 

yang sebelumnya lebih cenderung sentralisasi, berubah menjadi 

desentralisasi dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Perubahan ini 

terlihat pada perubahan dan pergantian Undang-undang (UU) tentang 

Pemerintahan Daerah sejak tahun 1999 hingga tahun 2008. 

Dengan adanya otonorni daerah, maka terdapat keleluasaan bagi 

Pemerintah Daerah dalarn ha1 ini termasuk Pemerintah Kota, membuat 

kebijakan yang mampu memberikan penanggulangan dan pembinaan bagi 

masyarakat ekonomi lemah, untuk mampu meningkatkan taraf 



kehtdupa~ulya. Na~nun, keberpiliakan kepada masyarakat ekono~ni ]emah 

seperti masih jauh "panggang dari api". Ini terlihat juga pembangunan di 

kota Padang dalam sepuluh tallin terakhir. Banyak kebijakan yang 

dilahtkan ole11 Pemerintah Kota, dalrvn penyelenggaraan administrasi 

pembangunan jauh tnencemiinkan upaya memberikan kehidupan bagi 

masyarakat luas. Sepertinya yang dapat menikmati pembangunan hanya 

rnasyarakat kelas menengah keatas. Fenomena ini terlihat terminal angkutan 

umurn baik untuk angh~tan kota dan angkutan antar daerah di kota Padang 

sudah dirubah menjadi plaza atau pasar swalayan atau sejenis pusat 

perbelanjaan, yang sangat sulit te rjangkau bagi pedagang ekonomi lemah. 

Padahal sebuah terminal angkutan urnurn pada hakikatnya mampu 

memberikan kehidupan yang sangat luas bagi berbagai lapisan masyarakat. 

Dalam kawasan terminal terdapat sumber mencari bagi para pedagang kecil, 

buruh, agen angkutan, penginapan melati, dan banyak bentuk pekerjaannya 

yang bersumber pada sebuah terminal angkutan umum. 

Diduga terdapat kurang seriusnya Pemerintah Kota membuat dan 

~nenjalankan program penanggulangan dan pembinaan yang mampu 

memberikan stimulus kearah kesejahteraan umum. Salah satunya terlihat 

dengan semakin banyaknya anak jalanan beroperasi diberbagai jalan utama 

dl kota Padang. Apalagi sejak terjadinya gempa 30 September 2009, telah 

mernbuat banyak struktur ekonomi di kota Padang mengalami 

ketersendatan, juga diduga turut berperan meningkatkan jurnlah anak 

jalanan. Beberapa lokasi beroperasinya anak jalanan di kota Padang 



diantaranya di perempatan sekitar Lapangan Imam B<)njol, maupun jalan- 

jalan persunpangan yarig terdapat larnpu pengatir lalu lintas lainnya. 

Banyak faktor yang menyebabkan seorang anak yang seharusnya 

n~enjadi tanggtmg jawab orang tua atau walinya, telah dibebani unh~k 

~nencari nafkah. Menunit Lufthi (2000) anak adalah orang atau manusia 

yang mempunyai pikiran, sikap, perasaan dan minat berbeda dengan orang 

dewasa dengan skala keterbatasan. Pengertian lebih luas dikemukakan oleh 

Dwiyanti (2009), anak adalah mahluk yang membutuhan kasih sayang, 

pemeliharaan, dan tempat bagi perkembangannya, selain itu anak 

merupakan keluarga dan keluarga memberi kesempatan kepada anak untuk 

belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik 

dalan kehidupannya. Negara dalam ha1 ini termasuk Pemerintah Kota 

sebagaimana diamanatkan dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 

seharus memberikan perlindungan terhadap anak bahwa setiap orang berhak 

atas kelangsungan hidup, turnbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan dalam konstitusi 

ini tentu juga berlaku anak jalanan untuk tumbuh dan berkembang mencapai 

kehidupan sesuai dengan taraf usia yang mereka miliki. Selanjutnya, Pasal 

34 ayat 1 UUD RI (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia) 

Tahun 1945 juga menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar 

dipelihara oleh negara. Kemudian selain terdapat konstitusi juga telah 

terdapat Undang-undang (UU) mengatur tentang Perlindungan Anak. 

Pengaturan ini terdapat dalam UU FU No. 23 Tahun 2002 tentang 



Perlindungan Anak Pasal 2 bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak 

berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD Negara RI Tahun 1945 serta 

prinsip-prinsip dasa~ konvensi hak-hak meliputi a) non diskriminasi b) 

kepentingan yang terbaik bagi anak c) hak unt~tk liidup, kelangsungan hidup 

dan perkembangan, dan d) penghargaan terhadap pendapat anak. Kedua 

Undang-undang tersebut jelas inendorong perlu adanya perlindungan anak 

dalam rangka mengusahakan kesejahteraan arlak dan perlakuan yang adil 

terhadap anak. 

Namun kenyataanya dewasa ini anak sering menjadi korban pertarna 

dan menderita sehingga terhambat proses tumbuh kembang mereka secara 

wajar karena situasi krisis ekonomi yang melahirkan kondisi kemiskinan 

yang makin parah dan menyebabkan situasi ~nenjadi teramat sulit, hingga 

ketidakmampuan orang tua dan memaksa mereka menjadi pekerja di 

jalanan. Anak jalanan yang kerap diekploitas~ secara ekonomi. Eksploitasi 

anak jalanan dibawah umur saat ini menjadi sebuah fenomena. Akibatnya 

banyak anak jalanan yang terjaring yang sel~uuhnya diakibatkan oleh 

eksplotasi anak untuk diperdagangkan secara bebas di jalanan. Diduga kuat 

bahwa mereka dijadikan objek dan seolah-olah menjadi budak modem, 

dirnana semua hasil dijalanan disetor kepada bos yang mengawasi mereka 

dari cakupan wilayah operasi. Dugaan kiiat anak-anak jalanan ini 

dirnobilisasi ini memunculkan kekawatiran baru sehingga ha1 ini perlu 

ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota. 



Selama ini benhtk penanggulangan anak jalan lebil~ cender-ung represif 

parsial yaihl penangkapan anak jalanan di kota Padang dilakukan oleh 

Satpol PP padahal i h ~  bilkan bidang tugasnya, tetapi merupakan juga hlgas 

kepolisian, karena menyangkut ketertiban di jalan raya (RRI Padang.co.id, 

Nov 2010). Kebijakan rumah singgah seolah-olah juga kurang serius 

inelakukan pembinaan anak jalanan, ini terlihat hampir tiada perbedaan 

perubahan anak jalanan sebel~un dan sesudah adanya rumah singgah. 

Kenyataan ini memperlihatkan anak-anak yang belum mendapat perhatian 

serius dari pihak terkait, anak jalanan misalnya. 

Kurangnya kebijakan pembinaan ini juga terlihat dalam kenyataan 

sebagian pemerintah daerah di Indonesia, memandang anak jalanan sebagai 

penyakit sosial yang hams dibasmi dalarn kota. Pemerintah bersama DPRD 

berlomba-lomba membuat aturan pembasmian anak jalanan, mulai dari 

saksi razia sampai memenjarakan anak jalanan berhari-hari bahkan 

bertahun-tahun. Beberapa bulan terakhir langkah serupa juga dilakukan 

pemerintah kota Padang sedang sibuk untuk membasmi anak jalanan. Upaya 

Pemerintah Kota Padang ini terlihat nyata karena mempublikasikan dimedia 

cetak tetang larangan kepada warga untuk memberlkan uang kepada anak 

jalanan di Kota Padang (Koran Harian HALUAN, 30 Juli 2010). 

Hasil pengamatan sementara peneliti di Kota Padang, banyak terlihat 

anak jalanan yang biasa hidup di pinggir jalan, dan mengumpul rezeki 

diantara barisan kendaraan di persimpangan lampu merah. Mereka juga ada 

di sekitar pusat perbelanjaan dan pusat keramaian kota lainnya. Kondisi ini 



membuat mereka rawall dieksploitasi. dipekerjakan pihak-pihak yang ingin 

Ineraup keuntungan. Mereka ta~npak diantara keramaian pengunjung. Ada 

yang menadahkan tangan, berjualan makanan, minuman, berjualan koran, 

menyemir sepatu darl mengamen. H m ~ s  diaktii bahwa tidak semua anak 

jalanan yang tidak bersekolah ada sebagian dari mereka mengaku masih 

bersekolah. Disamping sekadar mencari nafkah untuk belanja sehari-hari, 

mereka ada yang dipekerjakan menjadi tulang punggung keluarga. Kegiatan 

tersebut terpaksa mereka lakukan supaya mereka tidak putus sekolah dan 

mereka rela tidak bercanda ria dengan teman-teman sekolahnya, tetapi 

kembali ke jalanan mencari uang (Padang Ekspres, 23 Juli 2010). 

Pengertian anak jalanan menurut Depsos (1999) yang dirnaksud anak 

jalanan adalah anak yang mengahabiskan sebagian besar waktunya untuk 

~nencari nafkah dan berkeliaran di jalanan dan tempat-tempat urnum 

lainnya. Mereka tidur dan hidup di jalanan hanya sekedar unhik mencari 

nafkah demi kelangsunggan hidup mereka. Untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya mereka melakukan berbagai cara ada yang jadi pengemis, 

pengamen, pernulung, tukang semir sepatu dan sebagainya. 

Dari data yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sumbar, untuk tahun 2009 

saja sebanyak 2116 anak tercatat berkeliaran di jalanan di Sumbar. Jumlah 

anak jalanan tersebut yang paling banyak terdapat di Kota Padang, sebanyak 

881 orang dengan 11 rurnah singgah dan hanya lima yang rnasih aktif 

hingga saat ini, Sawahlunto sebanyak 446 orang dengan 3 nunah singgah, 

Kota Solok sebanyak 334 orang dengan 5 rurnah singgah, Padang Pariaman 



sebanyak 149 orang dengan 1 rumah singgah, dan Kota Pariaman sebanyak 

105 orang. Keberadaan anak jalanan tersebut menamball besarnya resiko 

bagi proses kelangsu~~gan hidup dan t n m b d ~  kembang ~nereka akibat lebih 

lanjutnya dapat menggangu upaya meningkatkan kualitas SDM ( Padang 

Today Mei 20 10 ). 

Potensi yang dimiliki anak jalanan belurn berkembang secara 

maksimal untuk melepaskan dirinya dari masalah hidup. Untuk mengatasi 

ha1 yang demikian hendaknya anak jalanan dibekali dengan pendidikan dan 

sekurang-kurangnya anak jalanan memiliki kesempatan untuk mengkuti 

pendidikan non formal yaitu pendidikan yang meliputi berbagai usaha 

khusus yang diselenggarakan secara terorganisasi agar generasi muda dan 

orang dewasa yang tidak punya kesempatan untuk m e n g h t i  pendidikan 

sekolah dapat memiliki pengetahuan, ha1 tersebut dapat di wujudkan melalui 

rumah singgah. Dari permasalahan di atas perlu adanya perhatian dari 

pemerintah supaya anak jalanan juga mendapatkan kesempatan yang seluas- 

luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan di bekali pendidikan. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Kebijakan Penanggulangan 

dan Pembinaan Terhadap Anak Jalanan oleh Pemerintah Kota 

Padang. 



ldentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa 

masalah berkaiatan dengan anak jalan yaitu : 

a) Kurang jelasnya arah dan konsistensi penangplangan dan pembinaan 

anak jalanan di Kota Padang. 

b) Anak jalanan sering menjadi korban pertama dan menderita, sehingga 

terhambat proses tumbuh kembang mereka secara wajar. 

c) Anak jalanan kerap dieksploitasi oleh pihak-pill& yang mempekerjakan 

mereka sebagai budak modem. 

d) Anak jalanan sering di pandang sebagai penyakit sosial yang hams di 

basmi dalam kota, padahal seharusnya anak jalanan perlu lnendapatkan 

perhatian serius dari berbagai pihak. 

e) Banyaknya terlihat anak jalanan yang hidup di pinggir jalan, dan 

mengumpulkan rezeki dengan manadahkan tangan, be jualan makanan 

dan minuman, berjualan koran, menyemir sepatu dan mengamen. 

f) Kurangnya pembinaan terhadap rumah-rumah singgah dan minimnya 

jurnlah rumah singgah yang juga tidak di dukurlg dengan pendanaan yang 

cukup oleh Pemkab dan Pemko di daerah yang bersangkutan. 

g) Pemberian dana diduga ada kecenderungan belu~n mampu memberikan 

perbaikan pendidikan bagi anak jalanan. 



1.3 Rumr~san hlasalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di 

nunuskan masalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana bentuk kebijakan dalam penanggulangan dan pembinaan oleh 

Pemerintah kota Padang terhadap anak jalanan? 

2) Bagairnana gambaran pembinaan yang dilakukan oleh rumah singgah 

terhadap anak jalanan di Kota Padang? 

3) Bagairnana kendala-kendala pelaksanaan kebijakan penanggulangan dan 

pembinaan oleh Pemerintah kota Padang terhadap anak jalanan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini adalah : 

1. Mendiskripsikan kebijakan pemerintah kota Padang dalam 

penangpulangan dan pembinaan anak jalanan di kota Padang. 

2. Mendiskripsikan pembinaan yang dilakukan oleh rumah singgah 

terhadap anak jalanan di Kota Padang. 

3. Mendiskripsikan kendala-kendala yang di hadapi pemerintah kota 

Padang ~nenangapi masalah anak jalanan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, niaka manfaat yang di 

harapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikari masukan dalam upaya 

penunusan format bagi penanggulangan dan pembinaan anak jalanan di 

kota Padang. 



b. Dapat melijadi r u j ~ ~ k a n  bad penelitian lanjutan bagi para pihak yang 

berkepentingan dan pemerhati anak jalanan. 

c. Upaya benttik pengetnbangan ilmu pengetahuan di bidang ~nanajemen 

administrasi publik khusus berkaitm dengan kebijakan pemerintah 

daerah dalam ~nanajemen ad~ninistrasi pembangunan. 



BAB 11 

KAJLW PUSTAKA 

Kebijakan 

Secara etimologs, istilah policy (kebijakari) berasal dari bahasa 

Yunani, Sansekerta dan latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta 

polis (Negara kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin 

menjadi politia (negara) dan akhimya dalam bahasa Inggris Pertengahan 

policie, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau adrninistrasi 

pemerhtah (Alhadi, 2008). 

Harold D.Lasswell kebijakan dirnengerti sebagai proses menghasilkan 

pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Laswell dan Kaplan 

mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai 

dan tindakan-tindakan yang terarah. Sedangkan menurut Anderson defenisi 

kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang 

diikuti dan di laksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna 

memecahkan suatu masalah tertentu. Selain itu Friendrich mendefenisikan 

kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok 

atau pemerintah dalarn suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan 

kesulitan-kesulitan dan kemunglunan-kemungkinan usulan kebijaksanaan 

tersebut dalarn rangka mencapai tujuan terteritu (dalam Subarsono, 2005) 

Berdasarkan berbagai pendapat di aias, diperoleh pengertian bahwa 

kebijakan merupakan tindakan dan strategi untuk mencapai tujuan yang di 

ingmkan dalam upaya pemecahan masalah. Suatu kebijakan tidak akan 

mencapai sasaran jika tidak dilakukan oleh seseorang, sekelompok atau 



pemerintah seb'igai pelaku kebijakan. Dapat dilihat bahwa kebijakan 

pemerintal~ setldaknya memuat adanya organisasi atau pelaku organisasi 

pemerintah yallg melakukan tindakan nyata ~ m h ~ k  mencapai tujuan 

pemerintal~ dalatn memecahkan persoalan ( Alhadi, 2008). 

Budi W~narno ( 2005) dan Sholichin Abdul Wahab (2004) memberi 

makna yang senada tentang kebijakan yaitu silatu tujuan (goals), program, 

keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, stand at-, proposal dan grand 

design. Bagi para policy makers (pembuat kebijakan) dan orang-orang yang 

menggeluti kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan 

masalah, tetapi bagi orang di luar s t ruhu  pengambilan kebijakan tersebut 

munglun akan membingungkan. Pada dasamya terdapat banyak batasan atau 

definisi mengenai apa yang dirnaksud dengan kebijakan (policy). Kebijakan 

adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang 

konsisten dan berulang, baik oleh yang ~nembuatnya maupun oleh mereka 

yang mentaatinya (a standing decisron characterized by behavioral 

consistency and repetitiveness on the parl of both those who make it and 

those who abide il).Kemudian Budi Winarno (2005) lebih lanjut 

mende finislkan kebij akan haruslah melih at apa yang sebenarny a dilakukan 

dari pada apa yang diusulkan mengenai suatu persoalan. Alasannya adalah 

karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap 

implen~entasi dan evaluasi, sehingga dehis i  kebijakan yang hanya 

menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai. Pemahaman 

kebijakan dilakukan dengan memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya 



dilakitkan dan bilkan pada apa yang diusulkan atau d~nlaksudkan. Oleh itu 

kebijakan publik dapat dipal~ami sebagai tinda kan yarlg dilakukan oleh 

pemerintal~. 

Menurut N. Dunn, ~nenyatakan bahwa kebijakan publik (Publlc 

polrc:~) adalah "Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan 

kolektif yang saling tergantung, tennasuk keputusan-kepuhlsan imtuk 

bertu~dak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah" (N. Dunn, 

2000:132). Kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu 

masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah 

suatu kebunlkan serta sebalilcnya rnenjadi penganjur inovasi dan pemuka 

terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Dapat 

dinunuskan pula bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah 

pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi, dan kinerja kebijakan dan 

program publik (Kencana, 1999:106). Dengan demikian suatu kebijakan 

publik harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata 

merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. 

Hal yang tidak dilakukan pemerintah juga merupakan kebijakan publik 

karena mempunyai dampak yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan. 

Baik yang dilakukan maupu.  yang tidak dilakukan pasti terkait dengan satu 

tujuan sebagai komponen penting dari kebijaknn. 

Selanjutnya manakala dilakukan ar~alisa kebijakan pemerintah 

menurut Ealau dan Pewitt (dalam Edi Suharto, 2008:7) dapat menggunakan 

pendekatan teori sebagai berikut : 



I )  Teori kelembagaan mema~itlang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan 

dimana struktur dan lenibaga pemerintah men~pakan pusat kegiatan 

politik. Lain halnya dengan teori kelompok yang memandang kebijakan 

sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan 

keloinpok pada suatu saat tertenhi. Kebijakan pemerintali dapat juga 

dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah, demiluan 

pandangan teori elit. S e d a ~ g  teori rasional memandang kebijakan sebagai 

pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan 

yang tetap. 

2) Teori inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap 

kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang 

ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu 

yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap. 

3) Teori permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional 

dalam situasi-situasi yang saling bersaing. Sistem politik turut mewarnai 

kebijakan pemerintah, demikian pandangan teori sistem. Menurut teori 

sistem, lingkungan dipandang sebagai input dari sistern politik, 

sedangkanpublic policy dipandang sebagai output dari sistem politik. 

4) Tcori kebijakan yang lain adalah teori carnpuran yang merupakan 

gabungan model rasional komprehensif dan inkremental. Hubungan 

krwenangan politik, adrninistrasi dan kepentingan urnurn dapat dianalisa 

dengan menggunakan kisi-kisi perumusan kebijakan. Dengan 

m<nggunakan kisi-kisi tersebut dapat diperoleh 5 gaya kebijakan, yaitu 



s~trvivnl style, ra,sionnlist style, reactive style, pr-c!scriptive style, dan 

proacvtive style. Perurnusan ilsulan kebijakan pe~nerintall dunulai dari 

perumusan masalah secara tepat. Sering kali para pembuat kebijakan, 

karena kapasitasnya terbatas tidak lnarnpu mene~liukan rnasalah-masalal~ 

dengan baik. Kesalahan di dalsm melihat dan lnengidentifikasi masalah 

akan berakibat pada perutnusan masaldmya, yang tentu akan berakibat 

panjang pada fase-fase berikutnya. Jumlah  nasala ah yang ada di 

masyarakat begitu banyak dan tidak ada habis-habisnya. Dan sekian 

banyak masalah hanya sedikit saja yang memperoleh perhatian yang 

seksama dari pembuat kebijakan, yang tercermin pada agenda 

pemerintah. Sedangkan langkah selanjutnya adalah memproses usulan- 

usulan kebijakan pemerintah (policy proposals). Perumusan usulan 

kebijakan tersebut meliputi kegiatan rnengidentifikasikan altematif, 

mendefinisikannya dan menemukan alternatif. 

Implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses 

kebijakan, sebab proses implementasi kebijakan sudah menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari perumusan kebijakan. Akan tetapi sering terjadi 

implementation gap dalam pelaksanaan suatu kebijakan, di mana 

implementation gap merupakan kondisi adanya suatu perbedaan suatu 

perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan hasil 

atau kenyataan yang dicapai (Dunsire, 1978). Menurut Alfian dkk (1980) 

bahwa proses implementasi suatu kebijakan dapat di analisa dari 3 (tiga) 

sudut pandang: (1) Pernrakarsa kebijakadpcmbuat kebijakan (the center), di 



rnana dari sudut pandang ini, melihat usaha-usaha yang dilakukan ole11 

pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lernbaga di tingkat pusat unh~k 

mendapatkan Lcpatuhan dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat di 

bawahnyal daerah atau i~ntuk mengubah pe~ilaku ~nasyarakati kelompok 

sasaran. (2) Pyjabat-pejabat di lapangan (fl7e perrphery) yaitu melihat 

tindakan para pejabat dan instansi-instansi di lapangan unhlk 

menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya. (3) 

Kelompok sasaran (target group) yaitu memusatkan perhatian pada 

efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah telah 

mengubah pola hidupnya. Proses irnplementasi kebijakan menyangkut 

perilaku badan-badan administrasi yang kompeten terhadap suatu program 

serta tanggung jawabnya pada program, dan menyangkut jaringan kekuatan- 

kekuatan politik, ekonomi, juga sosial yang mempengaruhi perilaku pihak- 

pihak yang terlibat sehingga berdampak sesuai harapan ataupun tidak sesuai 

harapan. Kebijakan sebagai arah tindakan yang dapat di pahami secara lebih 

baik bila konsepnya di rinci menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori 

tersebut dikemukakan menurut Budi Winamo, 2007 antara lain : 

1. Tuntunan-tuntunan kebij akan (policy demands) 

Tuntunan-tuntunan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah 

ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. 

Tuntunan-tuntunan tersebut berupa desakan agar pejabat-pejabat 

pemerintah mengambil tindakan-tindakan atau tidak mengarnbil tindakan 

mengenai suatu masalah te rtentu. 



2. Keputusan kebijakan (policy  decision.^) 

Sebagai kepuh~san-kepi~tusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat 

pemerintah yang mengesahkan atau meinberi arah dan substansi kepada 

tindakan-tindakan kebijakan publik. 

3. Pernyataan-pernyataan kebijakan (poliq .rtatemenf.r) 

Pernyataan-pemyataan resmi atau atribusi-atribusi kebijakan publik. 

4. Hasil-hasil kebijakan (policy outputs) 

Lebih merujuk pada manifestasi nyata dari kebijakan-kebiljakan publik, 

yaitu hal-ha1 yang sebenarnya dilakukan menunit keputusan-keputusan 

dan pernyataan-pemyataan kebijakan. 

5. Dampak-darnpak kebijakan (policy outcornens:) 

Lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang 

diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak 

adanya tindakan pemerintah. 

Pelaksanaan kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang 

rnengandung tujuan dengan melibatkan seseorang atau sekelompok orang 

sebagai pelaksana kebijakan, yang dibuat untuk menyelesaikan masalah- 

masalah yang timbul di dalam masyarakat atau untuk membuat kehidupan 

masyarakat menjadi lebih baik. Model kebijaknn (policy models) adalah 

representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang tet-pilih dari suatu 

kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model kebijakan 

ini menlpakan penyederhanaan sistem masalah ~rnesses) dengan membantu 

mengurang kompleksitas-kornpleksitas dan meli iadikannya dapat di kelola 



oleh para alalisis kebijakan. hlodel-model kebijakan dapat mernbantu 

membedakan hal-ha1 pang esensial dan yang tidak esensial dari suatu 

masalah, mempertegas hubungan diantara faktor-faktor atau fariabel- 

fariabel penting dan membantu menjelaskan dan memprediksi konsekuensi- 

konsekuensi dan pililian-pilihan kebijakan. Model-model kebijakan juga 

dapat memainkan para kreatif dengan kritis di dalan analisis kebijakan 

dengan mendorong para analisis intuk membuat asurnsi-asumsi eksplisit 

mereka sendiri dan untuk menentang ide-ide konvensional (Dunn, 2003). 

Berikut beberapa model-model kebijakan oleh Forrester (dalarn Dunn : 

2003-232) yaitu 

1) Model Deskriptif 

Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan dan atau memprediksikan 

sebab-sebab konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. 

Model deskriptif digunakan untuk memantau hasil-hasil dari aksi-aksi 

kebijakan. 

2) Model Normatif 

Tujuzn model normatif bt~kan hanya untuk menjelaskan dan atau 

memprediksi tetapi juga tnemberikan dalil dan rekomendasi untuk 

mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai). 

3) Model Verbal 

Dalam menggunakan model verbal, analisisnya berdasarkan pada 

penila~an nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. 

4) Model Simbolis 



Model h i  menggunakan simbol-slnbol matematis urltuk ~nenerangkan 

hubungan diantara variabel-variabel kurlci yang dipercaya untuk nlencari 

suatu masalah. 

5) Model Prosedural (Prosedurul Models) 

Model ini menampilkan hubungan yang dinamis diantara variabel- 

variabel yang diyakini menjadi ciri suahl masalah kebijakan. 

6) Model Sebagai Pengganti dan Prespektif 

Model kebijakan lepas dari tujuan atau bentuk ekspresinya, dapat di 

pandang sebagai pengganti (surrogates models) diasurnsikan sebagai 

pengganti dari masalah-masalah substantif. Sebaliknya model pengganti 

(surrogates models) dipandang sebagai satu dari banyak cara yang dapat 

digunakan untuk menunuskan masalah substantif. 

Sebelum melihat hasil kebijakan keluaran maupun dampak kebijakan, 

kita lihat dulu tindakan kebijakan apa yang dilakukan sebelurnnya. Secara 

m u m ,  tindakan kebijakan mempunyai dua tujuan utama yaitu regulasi dan 

alokasi, tindakan regulasi adalah tindakan yang dirancang untuk menjarnin 

kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu. Sebaliknya tindakan 

alokatf adalah tindakan yang membutuhkan masukan yang berupa uang, 

waktu, personil dan alat. Baik tindakan regulatif maupun redristributif. 

Tindakan regulat~f dan alokatif diimplementasikan oleh badan-badan 

federal, negara bagian dan kabupaten dalam bentuk pogram dan proyek. 

Tindakan kebijakan dapat pula dipilih menjadi masukan (input) kebijakan 

dan proses kebijakan. Masukan kebijakan berupa sumber daya, uang, 



personil, alat, ~nateril yang dipakai untuk mcnghasilkan keluaran dan 

dampak dari kebijakan. 

Dalam memantau hasil kebijakan hanis dibedakan antara dua jenis 

akibat keluaran (oz~tp111~) dan dampak (impacs). Keluaran kebijakan adalah 

barang, layanan atau slirnberdaya yang diterima oleh kelompok penerima 

(benejciares). Sebaliknya, dampak kebijakan menipakan perubahan nyata 

pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan 

tersebut. Dalam memantau keluaran serta darnpak kebijakan hat-us diingat 

bahwa sekelompok sasaran tidak selalu rnerupakan kelompok penerima. 

Kelompok sasaran (target group) adalah individu, masyarakat atau 

organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu kebijakan dan program, 

sedangkan penerima (beneejciares) adalah kelompok yang rnenerirna 

manfaat atau nilai dari kebijakan tersebut (Blau dan Marshall, 1987). 

2.2 Kebijakan Pemerintah Daerah 

Kebijakan Pemerintah Daerah di Indonesia sejak era reformasi, 

sejalan dengan desentralisasi kewenangan yang dimiliki dalam era otonomi 

daerah. Menurut Allen (dalam Muhadam, 2001) tumbuhnya perhatian 

terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan 

terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (growth 

with equity), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu 

proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan 

rnudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Karena itu dengan penuh 

keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederetan panjang alasan 



datl argumen tentang pentingnya descntral~sasi dalam perenCanaan dan 

adlninishasi dunia ketiga. Kemudian Revrisond Bask lr (2000) 

~nengemukakan sesungguhnya tuntutan yang lnendesak dala~ll perluasan 

otonomi ada tiga pokok permasalahan Pertama, .cl~aring ofpower kedua, 

clr.lstribtntion of income ketiga, kemandirian sistem manajemen di daerah. 

Desentralisasi lnerupakan sebuah alat unh~k Inencapal salah satu 

tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum 

yang lebih baik dan menciptakan proses penga~nbilan keputusan publik yang 

lebih demokratis. Pilihan terhadap desentralisasi haruslah dilandasi 

araunentasi yang h a t ,  baik secara teoritis maupun secara empiris. 

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan 

pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan 

pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikirm bahwa selalu terdapat 

berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya dan tetap menjadi 

kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut 

terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. 

Menurut Muhadarn (2001 ) desentralisasi tidak berarti memberikan 

kewenangan penuh tanpa batas kepada pemerintah daerah, yaitu pemerintah 

pusat pada tingkat terakhir yang bertanggung jawab atas penyediaan 

pelayanan kepada masyarakat. 



Dalam Pasal 18 UUD 1945 setelah amandemen, ~nenjadi dasar 

pengatur-an sistem pe~nerintahan tlacrah di Indonesia adalah: 

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah 

provinsi d m  daerah provulsi iri~ di bagi atas kabupaten dan kota, yang 

tiap-tiap provinsi, kabupater~ dan kota itu mempunyai pemerintahan 

daerah, yang di atur dengan undang-undang. 

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan. 

(3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki 

Dewan Penvakilan Rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih 

melalui pemilihan umurn. 

(4) Gubemur, Bupati, dan Walikota maing-masing sebagai kepala 

pemerintah daerah provinsi, kabupaten d m  kota dipilih secara 

demohatis. 

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 

urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 

irrusan Pemerintah Pusat. 

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. 

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan daerah diatur dalam undang- 

undang. 



Pasal 18A 

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pe~uerintah daerah 

provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten d m  

kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan 

kekhususan d m  keragaman daerah. 

(2) Hubungan keuangan, pelyanana umum, peinanfaaan su~nber daya 

alam dan sumber daya lainnya antara pemerirlrah pusat dan 

pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara add dan selaras 

berdasarkan undang-undang. 

Pasal 18B 

(1) Negara mengakui dan menghornati satuan-satuan pemerintahan 

daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan 

undang-undang. 

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesah~an masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang mash hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 

Secara struktur W Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 

menjelaskan tentang struktur yang dimulai dengan pemerintahan provinsi, 

pemerintahan kota, dan pemerintahan kabupaten. Ketiga bentuk daerah ini 

masing-masing merniliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus diri 

sendiri secara otonom yang disebut dengan asas otonom, disamping 

penyeienggaraan tugas pembantuan. Artinya ketiga daerah memiliki unsur 

legislative dalam tubuh Dewan Penvakilan Rakyat Daerah yang keseluruhan 

anggotanya dipilih dalam sebuah pernilihan umurn secara langsung. Dalam 

penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai beberapa hak (pasal21), yaitu: 



a. Mengatur dan mengmls sendiri unlsan pemerintahannya. 

b. Memilih pimpinan daerah. 

c. Mengelola aparahir daeral~. 

d. Mengelola kekayaan daerah. 

e. Memung-tit pajak daerah dan retribusi daerah. 

f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alarn dan 

siunber daya lainnya yang berada di daerah. 

g. Mendapatkan surnber-sumber pendapatan lain yang sah. 

h. Mendapatkan hak l a i ~ y a  yang diatur dalan peraturan perundang- 

undangan. 

Di samping itu daerah juga memiliki kewajiban untuk (Pasal22): 

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatua dan kerukunan 

nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Meningkatkan kehidupan demokratis. 

c. Mengambangkan Lualitas kehidupan masyarakat. 

d. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat. 

e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 

f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. 

g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas tunum yang layak. 

h. Mengembangkan sistern jaminan sosial. 

i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 

j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. 

k. Melestarikan lingkungan hidup. 

1. Mengelola adrninistrasi kependudukan. 

m. Melestarikan nilai sosial budayaa. 

n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan kewenangan. 

o. Membentuk lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah di atas dirumuskan 

dalarn bentuk rencana kerja pemerintahan daerah mulai dari Rencana 



Pembangunan Jangka Panjar@ RPJP untuk periode 20 tahun yarlc mengacu 

kepada RPJP nasional, diteruskan dalam Rencana Pembangu11,tn Jangka 

Menengah/RPJM untuk periode 5 tahun (Poldas, Propeda, Renstra, Rencana 

Tahunan) dan di jabarkan dalam bentuk pendapatm, belanja dan pcmbiayaan 

daerah (APBN) vang dikelola dalarn system pengelolaan keuangm daerah. 

Dalarn melaksanak~an tugas keseharian Pemerintah Daerah terdiri dari 

pimpinan daerah dilengkapi dengan perangkat daerah. Perangkat daerah 

terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga 

teknis daerah. Perangkat daerah kabupatenkota terdiri atas sekretariat daerah, 

sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga tekrus daerah, kecamatan dan 

kelurahan. 

Paradigma yang mencari jalan kearah pembangunan yang berkeadilan, 

maka perlu diketengahkan pula teori pembangunan yang berpusat pada 

rakyat. Era pasca industri menghadapi kondisi-kondisi yang sangat berbeda 

dari kondisi-kondisi era industri dan menyajikan potensi-potensi baru yang 

penting guna memantapkan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, 

keadilan dan kelestarian pembangunan itu sendiri (Korten dalam Suminta, 

2005). Paradigma ini memberi perm kepada individu bukan sebagai objek, 

melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan surnber 

daya, dan mengarahkan proses yang rnempengamhi kehidupannya. 

Pembangunan yang berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan 

prakarsa rakyat dan kekhasan setempat. Paradigma terakhir yang tidak dapat 

dilepaskan dari paradigma pembangunan sosial dan berbagai pandangan di 



dalannya adalah pa~-atlig~na pembangunan manusia. bleninit paradigma 

pembangunan manusia. tujuan utalna dari pembangunan adalal~ menciptakan 

suatu lingkungan pa112 memungkinkan masyarakatnya untuk menikmati 

kehidupan yang kreatit' sehat dan benlmur panjang. Perh~mbuhan produksi 

dan pendapatan han!.:~ merupakan alat saja, sedangkan tujuan akhir 

pernbangunan harus ~na~lusianya sendiri. 

Menurut pandaugan ini tu$uan pokok pembangunan adalah 

memperluas pilihan-pi l ihan manusia (U1 Haq, 1985). Pengertian ini 

mempunyai dua sisi, pertama, pembentukan kemarnpuan manusia seperti 

tercermin dalarn kesehatan, pengetahuan dan keahlian yang meningkat, dan 

kedua penggunaan kemampuan yang telah dipunyai untuk bekerja, untuk 

menikmati kehidupan atau untuk aktif dalam kegiatan kebudayaan, sosial, 

dan politik. Paradigma pembangunan manusia yang disebut sebagai sebuah 

konsep yang holistik mempunyai 4 (empat) unsur penting, yakni peningkatan 

produktivitas, pemerataan kesempatan, kesinambungan pembangunan, dan 

pemberdayaan manusia. 

Dewasa ini muncul pula gagasan pembangunan berkelanjutan yang 

erat kaitannya dengan kesejahteraan yang semakin terus meningkat dari 

generasi ke generasi. Dalam konsep tersebut, pemakaian dan hasil 

penggunaan sumber daya alam dan lingkungan yang merusak sumbernya, 

tidak dihitung sebagai kontribusi terhadap perturnbuhan tetapi sebagai 

pengurangan asset. Secara umum, konvergensi antara administrasi publik dan 

pembangunan melahirkan suatu disiplin ilmu baru yang disebut sebagai 



administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan berkembang karena 

adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang menlbangun untuk 

rnengembangkan letnbaga-lembaga dan pranata-pranata sosial, politik, dan 

ekonomi, agar pembangunan dapat berhasil. Oleh karena ihl menunlt 

Kartasasmita (1997), pada dasamya administrasi pembangunan adalah bidang 

shdi  yang rnempelajari sistem adrninistrasi negara di negara yang sedang 

mernbangun serta upaya untuk meningkatkan kemarnpuannya. Secara konsep 

menurut Suminta (2005), administrasi pembangunan merupakan gabungan 

dua pengertian, yaitu adrninistrasi, yang berarti segenap proses 

penyelenggaraan dari setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk 

mencapai tujuan pembangunan. Hal ini merupakan rangkaian usaha 

perubahan dan pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar 

oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan menuju modernitas dalam 

rangka pembinaan bangsa. Menurut Tjokroamidjojo (1995), setidaknya 

terdapat 4 kecenderungan yang mengarahkan administrasi negara kepada 

administrasi pembangunan. Kecenderungan-kecenderungan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1) Perhatian administrasi negara mengarah kepada masalah-masalah 

pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan, yang dimulai dari 

perurnusan kebijaksanaan, instrumen pelaksananya hingga pelaksanaan 

pembangunan itu sends .  

2) Administrasi negara mengembangkan penelaahan mengenai sikap dan 

peranan birokrasi (behavioral approach), serta berbagai masalah 



hubumgan inanusia, \escorang atau kelo~npok cialaill birokrasi tersebut, 

juga ditelaah tentang bagainlana kepuhlsan diarnbil, dan pengetahuan 

dikembangkan. 

3) Kecendenmgan melakukan pendekatan manajemen dalam administrasi 

negara. Disini dikembangkan sistem analisis administrasi negara 

terhadap adrninistrasi pe~nbangunan, penggunaan teknik-teknlk 

kuantitatif dan analisis dalam administrasi negara. 

4) Administrasi negara membenkan tekanan kepada ekoiogi sosial d m  

kultural. Disini ditekankan telaah terhadap hubungan clan sikap 

administratif dengan e k o l o ~  sosial dan budaya masyarakat tertentu. 

Keempat kecenderungan tersebut saling terkait satu sama lain d m  

kecenderungan tersebut mengarah kepada administrasi pembangunan. 

Kecenderungan administrasi pembangunan berorientasi untuk mendukung 

pembangunan, dan usaha-usaha ke arah modernisasi guna mencapai 

kehidupan yang sejahtera secara sosial dan ekonomi. Namun, hams pula 

dipaharni bahwa adrninistrasi pembangunan masih mendasarkan diri pada 

administrasi publik dan peralatan anaiisis administrasi negara sehingga 

adrninistrasi pembangunan secara disiplin keilmuan belum dapat dipisahkan 

dari adrninistrasi negara. Administrasi pembangunan dikembangkan sebagai 

konsekuensi dari adanya ketimpangan antara administrasi pemerintahan di 

negara maju dengan admmistrasi pemerintahan di negara berkembang. 



2.3 Anak Jalanan 

Melnbicarakan anak jalanan bukan karena merek;~ dilahirkan di 

jalanan. Namun karena sesuahl sebab tertentu mempun!.;~i waktu yang 

digunakan lebih banyak di jalanan. Banyak sebab seorang anilk menjadi anak 

jalanan, secara umum dari berbagai penelitian dikemukak:~~~ bahwa anak 

jalanan berasal dari keluarga ekonominya lemah. Anak jalar~an tumbuh dan 

berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab denfan kemiskinan, 

penganiayaan dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan 

membuatnya berperilaku negatif. Mereka ada yang tinggal di kota setempat, 

di kota lain terdekat, atau di propinsi lain. Ada anak jalanan yang ibunya 

tinggal di kota yang berbeda dengan tempat tinggal ayahnya karena 

pekerjaan, menikah lagi, atau cerai. Ada anak jalanan yang masih tinggal 

bersama keluarga, ada yang tinggal terpisah tetapi masih sering pulang ke 

tempat keluarga, ada yang sama sekali tak pernah tmggal bersarna 

keluarganya atau bahkan ada anak yang tak mengenal keluarganya. 

Anak Jalanan terdiri dari dua kata yaitu anak dan jalanan. Konsep 

"anak" di definisikan dan dipahami secara bervariasi dan berbeda, sesuai 

dengan sudut pandang dan kepentingan yang beragam. Menurut UU No. 4 

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 

di bawah 21 tahun dan belurn menikah. Sedangkan menurut UU No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 tahun, termasuk anak yang mash dalarn kandungan. Pemerintah 

dalatn ha1 ini Depsos (1999) memberikan pengertian anak jalanan adalah 



anak yang menghabiskan sebagian besar wal,tulya untuk mencari nafkah dan 

berkeliaran di jalanan dan tempat-tempat clmum lainnya. Mereka tidw dan 

hidup di jalanan hanya sekedar untuk mellcari nafkah demi kelangsunggan 

hidup ~nereka. Untuk ~nemenuhi kebuhi11;ln hidupnya mereka melakukan 

berbagai cara ada yang jadi pengemis, perigamen, pemulung, tukang sernir 

sepatu dan sebagainya, itu selnua mereka lakukan supaya dapat bertahan 

hidup. 

Anak jalanan adalal~ sebuah istilah umum yang mengacu pada anak- 

anak yang rnempunyai kegiatan ekonomi di jalanan. Dapat ditemuu adanya 

pengelompokan anak jalanan berdasar hubimgan mereka dengan keluarga. 

Pada mulanya ada dua kategori anak jalanan, yaitu: 

1. children on the street dan children of the street. Namun pada 

perkembangannya ada penambahan kategori, yaitu children in the street 

atau sering disebut juga children from families of the street. Pengertian 

untuk children on the street adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan 

ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada 

dua kelompok anak jalanan dalam kategori ini, yaitu anak-anak yang 

tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang ke rumah setiap hari, 

dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan 

namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara 

pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin. 

2. Children of the street adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau 

sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak merniliki hubungan atau ia 



~llen~utuskan hub~lngan dengan orangtua atau keluarganya. C./i/ldrciz in the 

srreet atau children frotn the fLrrnrlies of the street adalah anak-anak yang 

~l~enghabiskan selunlll waktunya di jalanarl yang berasal dari keluarga 

ynng hidup atau tinggalnya juga di jalanan. 

Menurut M. Ishaq (2000), ada tiga ketegori kegiatan anak jalanan, 

yakni : ( I )  mencari kepuasan (2) mengais nafkah dan (3) tindakan asusila. 

Keglatan anak jalanan itu erat kaitannya dengan tempat mereka rnangkal 

sehari-hari, yakni di alun-alun, bioskop, jalan raya, simpang jalan, stasiun 

kereta api, terminal, pasar, pertokoan, dan mall. Kemudian, menurut Kornnas 

Perlindungan Anak (Dwiyanti, 1999), anak jalanan didefinisikan sebagai anak 

yang berumur di bawah 18 tahun yang menggunakan sebagian besar waktu 

mereka untuk beraktivitas di jalanan, atau di tempat-tempat umum. 

Menurut hasil penelitian Yayasan Nanda (1996 : 112) ada beberapa 

ciri umum anak jalanan antara lain: (a) Berada di tempat umurn ('jalanan, 

pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 24 jam. (b) Berpendidikan 

rendah (kebanyakan putus sekolah, serta sedikit sekali yang lulus SD). (c)  

Berasal dari keluarga-keluarga tidak marnpu (kebanyakan kaum urban dan 

beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya). (d) Melakukan aktifitas 

ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal). 

Menurut Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984 terdapat 

beberapa kriteria anak terlantar atau anak jalanan yaitu: 



a. Tidak memiliki ayah, karena meninggal atau ibu karena meninggal tanpa 

dibekali secara ekonornis uncuk belajar, atau melanjutkan pelajaran pada 

pendidikan dasar. 

b. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekejaan 

yang tetap, penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu 

membiayai sekolah anaknya. 

c. Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu mmah 

sendiri maupun rumah sewaan. 

d. Tidak memiliki ibu dan bapak batirn piatu) dan saudara, serta belurn ada 

orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar 

dalam kehidupan anak. 

Menurut Depsos RJ (1 999) menyebutkan empat kelompok yang 

termasuk kriteria anak jalanan, yaitu: 

a. Anak jalanan yang hidup di jalanan, ciri-cirinya: 

1) Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya, minimal 

setahun yang lalu. 

2) Berada di jalanan seharian dan meluangkan 8-10 jam untuk bekerja, 

sisanya untuk tidur. 

3) Bertempat tinggal di jalanan dan tidur di sembarang tempat seperti 

emper toko, kolong j embatan, taman, terminal, stasiun dan lain-lain. 

4) Pekejaan mengamen, mengemis, pemulung dan serabutan yang 

hasilnya untuk diri sendiri. 

5) Rata-rata berusia di bawah 16 tahun. 



b. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, ciri-cirinya: 

1) Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, yakni pulang secara 

periodic misalnya seminggu sekali, sebulan sekali dan tidak tentu. 

Mereka umumnya berasal dari luar kota yang bekerja di  jalanan. 

2) Berada di jalanan sekitar 8-12 jam ~mtuk bekerja sebagan mencapai 16 

jam. 

3) Bertempat tinggal dengan cara mengontrak sendiri atau bersana teman, 

dengan orang tua atau saudara nya atau di tempat kerjanya di jalan. 

Tempat tinggal umurnnya kumuh yang terdiri dari orang-orang sedarah. 

4) Pekerjaan menjual koran, pedagang asongan, pencuci bus, pernulung 

sampah, penyemir sepatu, dan lain-lain. Bekerja merupakan kegiatan 

utama setelah putus sekolah terlebih di antara mereka hams lnembantu 

orang tuanya karena miskin, cacat, atau tidak mampu lagi. 

5) Rata-rata usianya di bawah 16 tahun. 

c. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, ciri-cirinya adalah: 

1) Setiap hari bertemu dengan orang tuanya (teratur). 

2) Berada di jalanan sekitar 4-6 jam untuk bekerja. 

3) Tinggal dan tidur bersama orang tua atau wali. 

4) Masih bersekolah. 

5) Pekerjaanya menjual koran, alat tulis, kantong plastlk, menyernir 

sepatu, pengamen, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri 

dan orang tuanya. 

6) Rata-rata usianya 16 tahun. 



d. Anak jalanan berusia 16 tahun ke atas, cin cirinya adalah : 

1) Terdiri dari anak yang sudah putus hubungan dan berhubungan tidak 

teratur dengan orang tuanya 

2) Berada di jalanan dari 8-24 jam, kadarlg hanya beberapa jam kadang 

berada seharian di jalanan. 

3) Tempat tinggal dan tidur mereka adalah kadang-kadang dengan orang 

tua, kadang-kadang di jalanan. 

4) Mereka telah tamat SLTP namun sudah tidak bersekolah. 

5) Pekejaaanya tetap seperti calo, mencuci bus, menyemir sepatu dan 

lain-lain. Hasilnya digtmakan untuk dirinya sendiri maupun orang 

hlanya. 

Banyak anggapan bahwa anak jalanan adalah sampah masyarakat 

yang amat rnenggangp ketertiban dan sebagainya. Latar belakang yang 

menjadikan mereka untuk berbuat seperti itu biasanya karena dorongan 

kebutuhan untuk hidup, orang tua yang sehal-usnya berkewajiban memenuhi 

kebutuhan anaknya justru mengajak anak-anaknya untuk turun ke jalan, 

selain itu keadaan kota juga mengundang maraknya anak jalanan. Kota yang 

padat penduduknya dan banyak keluarga bermasalah membuat anak yang 

kurang gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan 

kehangatan jiwa, serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, 

bermasyarakat, dan hidup merdeka, atau bahkan mengakibatkan anak-anak 

dianiaya batin, fisik, dan seksual oleh keluarga, ternan, orang lain lebih 

dewasa. 



Uinuunnya anak jalanan hampir tidak mempunyai akses terhadap 

pelaya~ian pendidikan, kesehatan dan perlindungan. Keberadaan mereka 

cenderung ditolak oleh masyarakat dan sering mengalami pengganlkan 

(sweeplt7g) oleh pemerintah kota setempat. Bahkan kadang ada oknum yang 

segaja memanfaatkan situasi tersebut dengan mengorganisir anak-anak 

jalanan untuk bekerja meminta-minta dijalanan. 

Menjadi anak jalanan bukanlah keinginan dari mereka narnun karena 

paksaan, faktor kerniskinan yang menyebabkan mereka tidak dapat 

memperoleh pendidikan secara optimal dan terpaksa mereka putus sekolah 

dan mencari makan dengan cara turun kejalan. 

Kusumaningrurn (2001) mengemukakan faktor yang menyebabkan 

anak menjadi anak jalanan, adalah sebagai berikut : 

1 .  Kerniskinan 

Sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 yang meluas, menjadi krisis 

moneter melanda negara Indonesia yang penyelesaiannya berlarut-larut 

membawa dampak pada peningkatan pengangguran dan jurnlah penduduk 

miskm baik yang ada di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. 

Sebagian besar dari mereka sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi 

kebutuhan pokok hidup sehari-hari seperti: kebutuhan sandang, pangan, 

papan, pendidikan dan kebutuhan lainnya. Kehidupan ini langsung 

membawa darnpak yang sangat buruk terhadap anak-anak tidak lagi 

te jamin sehingga hak anaknya pun terabaikan. Karena kasihan melihat 

kehidupan orang tua yang makin sulit, ditambah lagi karena sulit untuk 



mendapatkan kebutuhan dan keper-luannya di dalarn nunah, maka anak 

terpaksa pergi keluar nrmah nlencarinya dan mereka turun ke jalan seperti 

yang kita lihat sehari-hari bekerja sebagai penenteng koran dan majalah, 

tukang semir sepatu, penjual kantong plastik, pemilih cabe atau bawang, 

tukang angkat dan sebagainya. 

2. Ketidakharmonisan Keluarga 

Ketidakharmonisan keluarga juga mendukung munculnya anak jalanan 

seperti adanya perceraian orang tua, keluarga broken home, dan 

sebagainya. Anak-anak dari keluarga seperti ini sebenarnya membutuhkan 

kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, tetapi mereka tidak 

mendapatkannya sehingga mereka berusaha mencari di luar rumah dan 

menghabiskan sebag-ian besar waktunya berkeliaran di jalanan dan di 

tempat-tempat umum lainnya. 

3. Faktor Lingkungan atau Pergaulan 

Faktor lingkungan atau pergaulan sangat mernberikan dampak pada 

sebuah keluarga seperti pengaruh tetangga, sekolah, teman sebaya, dan 

lainnya. Apalagi terhadap perkernbangan individu tenitama anak dalam 

keluarga yang sedikit banyaknya pengaruh itu sangatlah relatif. Agar anak 

tidak terjerumus ke dalam hal-ha1 yang negatif, maka anak tersebut perlu 

bimbingan yang baik dari oraang tuanya agar dapat tumbuh dan 

berkembnag dengan baik menjadi anak-anak yang sehat jasmani, rohani 

dan sosialnya. Apabila anak-anak tersebut bagaul dan berkeliaran tanpa 

adanya bimbingan dari orang tua maka sedikit banyaknya tingkah lakunya 



akan terpengan~h ole11 lingkungan te~npal ia bergaul dan kadangkala 

mernbawa pengar-uh yang sangat buruk terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan jiwa anak. 

4. Kekerasan dan Penelantaran 

Dalarn UU RI No. 4 Tahun 2979 pasal2 da~i 3 dicanhunkan bahwa "Anak 

berhak atas pemellharaan dan perlindungan baik semasa dalarn kandungan 

maupun sesudah di lahirkan". Tetapi ddam kenyataanya banyak anak- 

anak yang menjadi korban kekerasan orang dewasa maupun oleh orang 

tuanya sendiri dan tidak sedikit juga orang tuanya yang menelantarkan 

anaknya karena mereka sudah tidak mampil lagi memenuhi kebutuhan 

pokok hidup sehari-hari. Seringnya anak mendapatkan kekerasan dari 

orang tuanya membuat mereka tidak betah tinggal di rumah dan pergi 

meninggalkan orang tuanya, sebagian dari mereka menjadi anak jalanan. 

5. Urbanisasi 

Kepadatan penduduk suatu daerah apabila tidak di dukung dengan 

lapangan peke jaan yang memadai akan menyebabkan jumlah 

pengangguran dan kerniskinan meningkat. Meningkatnya jumlah 

pengangguran akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok 

hidup sehari-hari dan hak anak terabaikan. Mereka mencari alternatif lain 

untuk bekerja termasuk anak-anaknya yang bekerja di jalanan demi 

membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. 



2.4 Dampiili Negatif Kehidupan Aniik Jalanan 

Akibat rendahnya pengetahuan bidang keschatan rcproduksi, yalru : 

a) Sebagian besar anak jalanan berpendidikan ~cndah (SD-SI TP), bahkan 

ada yang putus sekolah. Setiap hari mereka sibuk mencarl nafiah atau 

berada di jalanan Sebagian besar mereka di jalanan antara 8-12 jam atau 

bahkan mencapai 16 jam per hari, sehingga tidak ada kesernpatan untuk 

mendapatkan pengetahuan kesehatan reproduksi yang benar. Hal ini 

didukung hasil penelitian yang menunjtlkkan bahwa pengetahuan 

mengenai seksualitas yang termasuk pengetahuan kesehatan reproduksi 

masih rendah (Wahyu Nurharjadmo, 1999 dan Lutfi Agus Salim, 2000). 

b) Pengetahuan seseorang diperoleh berdasarkan pemahaman yang ada di 

sekitarnya melalui alat indera. Dalam kehidupan anak jalanan, 

pengetahuan bersurnber dari infonnasi yang diperoleh di jalanan. 

Kehidupan tersebut menyebabkan anak jalanan membentuk pengetahuan 

mereka sesuai dengan apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka 

rasakan. Mereka mengetahui masalah seksual dari garnbar-gambar, poster, 

buku porno, mengintip atau melihat teman melakukan hubungan seksual, 

dan juga karena mendengar cerita teman-temannya. Disamping itu, karena 

anak jalanan berpengalaman dalam melakukan hubungan seksual sehingga 

dapat dirnengerti kalau mereka mengatakan bahwa hubungan seksual 

adalah sesuatu yang membuat nikrnat antara laki-laki dan perempuan 

(Wahyu Nurharjadmo, 1 999). 



C) Pellgetahuan kchehatan reproduksi yang rendah melnudalikan terjadinya 

per~laku kesellatan reproduksi yang keliru. Beberapa anak jalanan sering 

mengalami kelulian setelah melakukan hubungan seksual, tenitarna an& 

perempuan. Anak perempuan mengeluh antara lain celananya terasa gatal, 

perih, lecet, berhaii, dan penit bagian bawah terasa sakit. Sementara anak 

laki-laki rnengeluh alat kelaminnya terasa panas, keluar nanah dari 

penisnya. Mereka tidak pergi ke dokter karena biaya yang mahal, biasanya 

mereka hanya menelan antibiotik seperti tetrasiklin, dan mereka 

menganggap bahwa penyakit tersebut merupakan ha1 yang biasa (Wahyu 

Nuharjadmo, 1999). Anggapan demikian akan mempenganhi sikap 

sehmgga bagi sebagian anak jalanan merasa tidak harus terlalu merisaukan 

atau merasa jelek karena penyakit kelamin. 

Akibat te rjadinya perilaku seksual menyimpang, yaitu : 

a) Kehidupan sebagai anak jalanan memberikan berbagai pengalaman. 

Pengalaman tersebut antara lain melihat atau mengalami sendiri perlakuan 

hubungan seksual yang menyimpang, entah atas dasar suka sama suka atau 

karena pemaksaan. Sebagian besar anak jalanan yang pernah berhubungan 

seksual melakukannya secara heteroseksual, tetapi sebagian kecil dari 

mereka juga melakukan secara homoseksual. Bahkan ada yang melakukan 

keduanya baik secara heteroseksual maupun homoseksual (Wahyu 

Nurharjadrno, 1999). 

b) Rernaja jalanan sering terpapar pelecehan d m  mendengar obrolan tentang 

pengalaman seks anak jalanan lain. Hal ini akan mempenganlhi sikap dan 



perilaku masa selanjutnya. Perasaan dalam menyikapi pelecehan d'm 

kekerasan seksual sernakin lama semakin berubah. Perasaan yang semula 

takut, lama kelamaan pudar akhirnya rnenjadi perasaan yarig biasa saja. 

Hal ini karena dianggap biasa maka tidak sulit untuk melakukan dan tidak 

sulit untuk mengulangi kembali. Hubungan seksual bebas yang dilakukan 

anak jalanan dapat mengakibatkan terjanglut penyakit kelamin. Mereka 

hanya mengenal alat kontrasepsi pi1 dan kondom, dan mereka tidak pernah 

menggunakannya waktu berhubungan seksual. Hal ini mengakibatkan 

terjadinya kehamilan untuk kedua kali dan menderita PMS. Keadaan ini 

lebih diperparah lagi karena mereka tidak berobat ke dokterl petugas 

kesehatan karena biaya yang mahal (Wahyu Nuha rjadmo, 1999). Jika anak 

jalanan yang penderita PMS berhubungan dengan anak jalanan lain maka 

anak jalanan lain ini akan tertular PMS juga begitu seterusnya. Akhirnya, 

populasi anak jalanan yang terkena PMS cenderung meningkat. 

Dari gambaran diatas terlihat bahwa darnpak negatif anak-anak 

menjadi anak jalanan antara lain, besar kemunglunan tejadinya 

penyimpangan perilaku, misal lebih cepat dewasa dibanding anak-anak 

seusianya, putus sekolah karena merasa lebih enak mencari uang di jalanan 

daripada bersekolah, rentan pelecehan seksual, rentan terkena penyakit 

menular, rentan terhadap kemungkinan tindakan kriminal. 

?Jt?!\l. HEGERI PAD AN6 j 



2.5 Hasil Penclitian Terdahulu Yang Terkait 

Penelitian terdahulu oleh Tata Sudrajar (1999) yang berjudul Isu dan 

Prioritas Program Inten~ensi unhk menangnni anak jalanan mengajukan 

kesimpualn bahwa penanganan anak jalan dapat dilakukan dengan 

pendekatan centre based, street based dan commuulity based. 

Sedangkan penelitian Karnaji (1999) berjudul anak jalanan dan upaya 

penanganannya di kota Surabaya dalarn kesimpualnnya bahwa karakteristik 

anak jalanan cenderung heterogen. Karena itu kebijakan dalam mengatasi 

anak jalanan di Surabaya hams disesuaikan dengan karakteristik anak jalanan 

di Surabaya. 

Hasil dari penelitian Immanuel (2008) menemukan sebagian besar 

anak jalanan di kecamatan Medan Johor kota Medan melakukan aktivitasnya 

seperti bekerja dengan mengamen, mengasong, jualan koran, dan sebagainya 

berasal dari luar Kecamatan Medan Johor, dan mereka beke rja atas kemauan 

sendiri. Dilihat dari kemampuan ekonomi orangtua yang kurang mampu dan 

tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sehingga tidak heran 

kalau rata-rata dari mereka telah putus sekolah atau bahkan tidak pernah 

bersekolah sama sekali. 

Selanjutnya penelitian oleh penelitian Hening Budiyawati dkk (2009) 

tentang pelacuran anak di kota Semarang, mengemukakan faktor-faktor yang 

menyebabkan anak pergi ke jalanan berdasarkan alasan dan penuturan mereka 

adalah karena : 1) Kekerasan dalam keluarga. 2) Dorongan keluarga. 3) Ingin 

bebas. 4) Ingin memiliki uang sendiri, dan 5) Pengaruh teman. 



Ketnudian I~asil penelitian Agis ( ;anjar Runtiko ('(109) berjudul 

Konstn~ksi Identitas Sosial Kaurrl Reniaja h l:irjinal (Studi Kasr~s di Kalangan 

Remaja Pengarnen Jalanan di Pimvokerto) lrlenc~nukan faktor-faktor yang 

menyebabkan para rernaja menjadi anak Jalallan sebagai pengamcn jalanan ini 

memilih tinggal di jalanan dan menjadi pengamen antara lain rldalah faktor 

keluarga yang berantakan, namum ada juga yang karena faktor pengaruh 

teman. Pada komunitas Punk dan Skinhead. remaja yang bermasalah dengan 

keluarga kurang begtu diterima. Lain halnya dengan komunitas pengamen 

biasa, yang cendenmg tidak mempedulikan latar belakang keluarga teman- 

temannya. Kaum remaja pengamen jalanan ini cenderung tidak suka dengan 

perlakuan yang 'mereka terima dari pemerintah. Terbukti dengan tindakan 

mereka yang selalu inelarikan diri dari panti-panti yang disediakan oleh 

pemerintah. Mereka menyebut pihak-pihak yang berlaku 'kurang adil' itu 

sebagai 'orang jahat'. Sementara label 'orang baik' disematkan pada mereka 

yang dianggap 'tidak adil'. Sedangkan kebijakan pemerintah daerah dengan 

model penanganan yang ada selama ini adalah 'pemantian'. Yakni para remaja 

pengamen jalanan dimasukkan di panti untuk . dilatih keterampilan- 

keterampilan guna bekal hidup mereka. Penanganan pemerintah tidak hanya 

terpancang pada remaja pengamen jalanan saja, tetapi juga terhadap 

keluarganya. Bentuk penanganan ini berupa pengarahan atau penyuluhan. 

Penanganan anak jalanan selama ini cenderung hanya dipandang dari sebuah 

sisi, tanpa pernah berusaha mengungkap sisi lain dunia mereka. Akibatnya 

bagaimanapun penanganannya, remaja marjinal pengarnen jalanan akan 



ken~l)al~ beroperasi scbazaimana biasa. Pelnerintah dan pihak-p~hak terkait 

perlu I~cn~saha lnenggali Iial-ha1 yang dirasakan oleh mereka. 

Berdasarkan data diatas maka dalam penelitian ini perurnusan 

kerarlgka konseptual sebayai berih~t:  

2.6 Kerancka Konseptual 

Profil Anak Jalanan E 
Penanggulangan Anak 

Jalanan 
Kebijakan Penanggulangan 

dan Pembinaan Masalah Kendala Pelaksanaan 
Anak Jalanan di Kota Kebija kan 

Padang Pembinaan Anak Penanggulangan 

Jalanan Pembinaan Anak Jalanan 



BAB I11 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan melalui studi lapangan dengan 

menggunakan pendekatan bialitatif, untuk menganalisis kebijakan 

penanggulangan dan pembinaan anak jalanan oleh Pemerintah Kota Padang. 

Dalarn memecahkan masalah penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif 

(naturalistic), yang dilandasi oleh filsafat fenomenologi (Moleong, 1 993). 

Data utarna penelitian ini adalah kualitatif dengan situasi lapangan bersifat 

natural, wajar dan apa adanya (natural setting). Maksudnya adalah untuk 

mengungkapkan permasalahan untuk menelusuri, mengindentifikasi, 

mengklasifikasi dan mengklarifkasi kebijakan penanggulangan dan 

pembinaan anak jalanan, dengan mendeskripsikan, menggambarkan d m  

melukisan secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,sifat 

dan hubungan antara fenomena yang diteliti. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian &i dilakukan di Jalan Bagindo Aziz Chan, depan 

Taman Imam Bonjol Kota Padang. 

3.3 Operasional Konseptual Penelitian 

Agar penelitian ini terbingkai dengan baik, maka perlu diberikan 

batasan. Untuk dikemukakan operasional konsep yang digunakan dalarn 

penelitian ini agar agar tidak melebar tanpa ujung akhirnya. Adapun fokus 

yang dioperasional dalam penelitian ini sebagai berikut: 



a. h a k  Jalanan 

Dalam peneltian ini menggunakan perulnusan oleh Depsos (1999) yang 

dirnaksud an& jalanan adalah anak yang mengahabiskan sebagian besar 

waktunya umtuk rnencari naflcah dan berkeliaran di jalanan dan tempat- 

tempat umurn lainnya. 

b. Usia Anak Jalanan 

Dalam berbagai literatur dan peraturan penmdang-undangan termasuk 

hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tentang usia anak yang dapat 

dihukum, maka dalam penelitian usia anak jalan yang menjadi fokus 

penelitian berusia antara 5 tahun hingga 18 tahun. Pemilihan usia batas 

bawah 5 tahun karena pada usia anak sudah dapat diajak berbicara 

terhadap sesuai dan sudah dapat memberikan penjelasan. 

c. Aktivitas Anak Jalanan 

Kategori aktifitas anak jalan yang menjadi fokus penelitian ini antara lain 

; yang jadi pengemis, pengamen, berjualan makanan dan minuman, 

be rjualan koran, pencuci kaca kendaraan dan sebagainya. 

d. Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan adalah program yang 

dijalankan oleh SKPD terkait dalam ha1 ini yaitu Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja serta Satuan Pamong Praja Kota Padang. 



3.4 Informan Penelitian 

Sesuai dengan pendekatan penelitian h i ,  maka yang tnerijadi informan 

penelitian yaitu: 

a) Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepala Seksi pada Dinas Sosial 

dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Padang. 

b) Kepala Satuan Polisi Parnong Praja dan Kepala seksi Trantib Satpol PP 

Kota Padang. 

c) Anggota DPRD Kota Padang 

d) Anak-anak Jalanan dan orang tua mereka yang berada di perernpatan 3. 

Bagindo Azis Chan, dan Taman Imam Bonjol Kota Padang. 

e) Pemerhati anak jalanan yang sesuai maksud dan tujuan penelitian ini, 

yaitu aktivis PBHI Sumatera Barat. 

3.5 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalarn penelitian ini instrumen dan teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara : 

a. Wawancara mendalam (in depth intewiao) 

b. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang sesuai 

dengan kebutuhan analisis data. Wawancara mendalam dilakukan pada 

para informan yang memahami fakta yang berkaitan dengan objek yang 

a A ,n, ..,.4n.... nn.. An.. :n..ml..n- .;anlr -,l*L,.. I??. ,n,n mn-,. 

UILCIILI. figi11 ~ G I L ~ I I Y U U I I  U ~ I I  j a w a u i l l l  Lluan l l l c l c u a l  nc ~ l l a l ~ a - ~ l ~ a l ~ a ,  

wawancara akan yang dilakukan akan dituntun dengan daftar pertanyam 

terstruktur yang akan disiapkan sebelurnnya. 

c. Studi Dokumentasi 



d. Dokulmentas~ dalaln penelitian ini tcr-kait dengan bahan-bahan sekunder 

yang dianggap relevan dengan pelielitian yang akan dilakukan, seperti 

stn~ktur organisnsi S W D  terkait dengan penanggulangan dan pembinaan 

anak jalanan, data yang terdapat pada SKPD tersebut, data BPS, dan 

dokuunen terkait lainnya. 

Dengan dem~kian dapat dilakukan cross check, secara trianggulasi, 

sebagai mana dikemukakan oleh Moleong (1993), bahwa pengecekan 

terhadap keabsahan data dilakukan secara triangulasi dengan memanfaatkan 

sumber, penyelidikan dan teori. Dalarn penelitian menggunakan trianggulasi 

siunber yaitu pengecekkan data dilakukan antara data yang diperoleh hasil 

wawancara dengan SKPD terkait, anak-anak jalanan, pengguna jalan, 

masyarakat pengguna sarana rekreasi taman Imam Bonjol Kota Padang, clan 

Pemerhati Anak Jalanan di Kota Padang. Penentuan informan penelitian 

dilakukan secara pzrrposive. Peneliti menentukan para infoman penelitian 

yang dianggap kompeten sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

3.6 Teknik Analisis 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisa data deskriptif kualitatif. Analisis data menurut Miles dan Huberman 

(1992) analisis pendekatan kualitatif menggunakan interactive model of 

analysis. Peneliti bergerak pada tiga komponen, setelah data dikumpulkan 

dari berbagai informan melalui wawacara dan dokumen. Langkah pertama 

adalah reduksi (reduction), yaitu data yang diperoleh ditelaah, diseleksi, 

digolongkan dan data yang tidak dibutuhkan dibuang. Kemudian setelah data 



~l~anggap valid dikorlfinnasikan dengan data-data hasil doh~lmentasi dan 

Illerahlr, siunpai data dianggap telah val~d. Sedangkan tahap keclua adalah 

penyajian (display), dengan tujuan untuk l~lenginterprestasikan (menafsirkan) 

data, dan langkah terakhir penarikan kesimpulan. 



BAB IV 

TEnlUAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Rentuk Kebijakm 1)alam Penanggulangan dan Pembinaan oleh 

Pemerintah kota Padang Terhaclap Anak Jalanan. 

4.1.1 Temuan dan Analisis Penanggulangan Anak Jalanan oleh Pemerintah 

Kota Padang 

Hasil pengamatan lebih lanjut yang telah dilakukan maka aktivitas 

anak jalanan di sekitar Jalan Bagindo Azis Chan Padang berada di jalan 

tersebut rata-rata antara enam sampai dua belas jam per hari. Anak-anak 

jalanan tersebut melakukan aktifitas sebagai pedagang sapu, pencuci kaca 

mobil pada waktu hari hujan, membersihkan kaca mobil dengan bulu ayam, 

pengamen. Diantara anak-anak jalanan tcrsebut masih banyak yang 

bersekolah narnun banyak juga yang tidak lagi bersekolah. Bagi mereka 

yang berada di jalanan tinggal dengan orang tuanya pada umumnya masih 

bersekolah. Tetapi bagi mereka yang tidak l ag  tinggal dengan orang tuanya 

cenderung kebanyakan sudah tidak lagi bersekolah. Rata-rata anak jalanan 

di lokasi penelitian mengaku mempunyai keluarga dengan tempat tinggal 

tetap di sekitar wilayah Kota Padang. Meskip~~n demikian tidak semua dari 

mereka yang tinggal menetap bersama keluar ganya. Sebagian dari mereka 

setiap harinya pulang ke rumah, sebagian lap dalam seminggu hanya dua 

sampai tiga hari pulang kenunah, bahkan ada diantara mereka dalarn satu 

bulan seringkali hanya pulang satu atau tlua kali saja, itupun unhk 



keperluan ~nengantarkan uang yang diku~npulkan selamil sat11 birl:ln unhk 

keluarganya. 

Dilihat dari lama waktu bekerja dan jenis pekejanii yang IilenLultut 

mobilitas tinggi, anak jalanan tennasuk bekerja pada lingkungan yally keras. 

Yang tnana linghmgan kerja di jalanan tnereka bekerja di rengnh kcpadatan 

arus kendaraan dan berinteraksi dengan tingkungan taman Imam Bonjol 

Padang yang dekat dengan kawasan Pasar Raya Padang yang cenderung 

rentan terhadap tindak krirninal dan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, dari 

aspek kesehatan mereka rentan terhadap penyakit karena polusi asap 

kendaraan dan pola konsurnsi yang kuuang baik. Dalam ha1 berpakaian 

terdapat kecenderungan perbedaan antara anak jalanan yang masih 

mendapatkan perhatian keluarga dengan anak jalanan yang kurang atau 

tidak mendapatkan perhatian dari keluarga. Anak jalanan yang lnasih 

mendapatkan perhatian dari keluarganya memiliki penampilan relatif lebih 

baa.  Sebaliknya, untuk anak jalanan yang kurang atau tidak mendapatkan 

perhatian keluarga, memiliki penampilan relatif tidak terunis. Mereka 

rnembersihkan diri dengan mandi di toilet-toilet umum dengan pakaian yang 

terkadang tidak dicuci untuk waktu di  atas tiga hari. Bahkan, sebagian dari 

mereka terkadang enggan untuk mengganti pakaimya rneski sudah kotor 

sekalipun. Mereka akan terus memakai pakaian yang mereka suka hingga 

mereka bosan, setelah itu mereka akan membuangnya dan ~nembeli pakaian 

yang baru. Bahkan ada yang saling bertukar pakaian dengan sesama anak 

jalanan. 



Menunit Dora, I I rahun (bukan nama sebenanlya, wawancara 28 

Agustus 201 1 tii ?'amat\ Imam Bom~jol, dekat Jalan Bagindo Azis Chan) 

"Ambo 1111,ygu di .\ckitar Pzin~ih puk, tap; ampia satiok hari 
disiko (J(i1tn1 Rag~ri: 10 Azis Chtmn), fapi kadang ambo 17gamen di 
jalan di tlokck ~'rrnrih. Disiko amho labiah rnandopek pi/ih 
daripado ,/I .\.ek~/ri~- Pztruih. Ambo !ingga jo dunsatrak, ambo 
ndak ting,qa jo ziral1.q tuo lai, sabab urang tuo ambo lah bacarai. 
Mereka lah tingga di tampek tapisah, lalu dek ekonomi kami 
payah mtrko amho ikut diajak kawan ngamen ko. A.fulo-mulo 
cubo-nlbo se tap; iiek lai mandapek pitih nun lumayan mako 
taruih se mode ko pak. Ambo lah maleh sikola sabab kalo sikola 
bana naritik altln ttrpi lo manjamin dapek karajo. Dek bakarajo 
ngamen ko sampai sore, mako fib0 di rumah lah lariah mako 
memang acok amho jo kawan-kawan jarang bana mancuci 
pakuian. Kadang kalazi lah bosan jo baju nan dipakai kami 
batuka se haju jo knwan-kawan tu. (Saya tinggal diselutar Purus, 
tetapi hampir setiap hari berada disekitar jalan Bagndo Azis 
Chan ini, kadang di jalan sekitar Purus. Tetapi lebh banyak 
dapat uang di sekitar jalan Bagindo Azis Chan ini. Saya tinggal 
dengan famnili, tida lagi dengan orang tua, sebab orang tua saya 
sudah bercerai. Mereka masing-masing sudah mempunyai 
tempat tingal tersendiri. Karena keadaan ekonomi maka saya 
ikut mengamen dia-jak teman. Awalnya coba-coba saja, tetapi 
karena menghasilkan uang yang lumayan maka terus bekerja 
dijalanan. Saya sudah tidak bersekolah lagi sebab jika sekolah 
pun nantinya belu~n tentu dapat pekerjaan. Karena bekerja 
mengarnen hingga sore maka setelah tiba di rurnah jarang 
membersi hkan pakaian. Jika sudah bosan dengan baju yang 
dipakai maka ditukar dengan dengan teman-teman saya)." 

Selanjutnya menurut Agus, 15 tahun (bukan nama sebenamya, 

wawancara 28 Agustus 20 1 1 )  mengungkapkan : 

"kulo anlho pak lai tingga jo kaluarga, sahinggo memang 
pakaian atnbo lai barasiah sebab la; diurus keluarga. Tiok hari 
ambo mangiah pitill hasil ngamen ko ka urang tuo sabagian tu 
sabagian lai untuk kuparluan ambo. Sumo jo si Dora lu pak 
mako amho kini ndak lo sikola lai, sabab lah ralamak mancari 
pitih. Kalo lai rancak hari kami lai lah mandapek 100 - 150 
ribu rupiah sahari kulo kami mangamen batigo yo rato-rato 
dibagi tigo lo. Kami mulai ngamen mulai pukua sapuluah 



.vanipai plrkzra 5 atau 6 sore. Tapi :(adcmng kai?ii i7dak /anlii~ 
hatigo nga17zei7 ko pak, ka~lar~g kanii s ~ r r ~ ~ t  IX -.vzrrang .xe. 
ragantuang suu.wna i ~ a f i  kami lah. It luak ngarnen ko memai7,y 
harek lo tan tan gar^ nyo sc~lain soul r.azia oieh Sc/tpol PP juo 
kami hams wa.vpada kalo kanai komprs dek paretnl m-paremo17. 
Jadi kami hanrs pandai mancaliak si lasnna u'isekl far kami k o  
Biasonyo kanli ngamen naik oto un/z.inT ka 1 iko l i  ctnpu warnu 
merah, ado jtro nan ngamen di jak~n voakatu I~in~pu n~eroh. 
Amho jo kawan-kawan ambo rasonyo ~~dakpernah tuanggach~ilh 
zrrang oto doh pak. Anfaltrh kalo kau,an-kawan t l ~ ~ t 7  lain puk. 
memang ado jzto anak-anak jalanan na ngamen ko nun berang 
kalo ndak diagiah pitih dek urang ofo lalu mereka gores jo pitih 
dinidang o!o pribadi !u. Kalo kami ni?ak suko lo J O  anak-anak 
jalaizan nun sarupo tzc pak, sabab caro mode iu mcnnbuek urang 
herang. Apolagi kalo nun kanai tzr kabatztlan oto pribadi apara-t 
pak, mako tant~r sasudah pasti ado rcrzia, mako pc!.vah lo kanri 
sasudah tu mancari pitih di jalanan ko. ( Jika saya tinggal 
dengan keluarga sehingga dalam ha1 pakaian lebih terurus. 
Setiap hari uang didapat diberikan sebagian kepada keluarga 
sebagaian lagi untuk keperluan sehari-hari. Seperti halnya si 
Dora tersebut saya juga tidak bersekolah lagi karena lebih 
senang mencari uang daripada sekolah. Jika cuaca bagus maka 
kami bisa mendapat uang antara 100 - 150 ribu riipiah sehari. 
Uang tersebut biasanya kami bagi tiga. Tetapi tidak selalu kami 
ngamen bertiga, kadang sendiri-sendiri tergantung suasana hati 
kami. Kehidupan mengamen berat tantangannya selain razia 
Satpol PP juga rentan pemerasan oleh preman-preman. Sehingga 
hams mampu melihat suasana lingkungan sekitar. Biasanya 
kami mengamen naik kendaraan angkutan umum ketika lampu 
wama merah. Rasanya kami tidak menggangu orang 
berkendaraan. Saya dan teman-teman saya rasanya tidak pemah 
menggangu orang berkenderaan. Entah jika teman-teman yang 
lain, sebab memang ada juga jika ada anak-anak jalanan 
mengamen jika tidak diberi uang oleh orang berkenderaan mobil 
maka mobilnya digores dengan uang koin. Kami juga tidak suka 
dengan cara anak-anak tersebut. Sebab jika yang terkena gores 
mobil aparat mak sesudah kejadian seperti itu pasti ada razia, 
maka sulit pula kami mencari uang di jalanan tersebut)". 

Anak jalanan di Jalan Bagindo Azis Chan Kota Padang, banyak 

berinteraksi dengan orang-orang yang lebih dewasa, sepcrti dengan sopir, 

kernet, dan pedagang kaki lima. Kekerasan hidup, uang dalam memenuhi 

kebutuhan konsumtif adalah hal-ha1 yang memenuhi orientasi hidup mereka. 



Sehing~a secara timum pel-Lzmbangau orientasi pe~nikiran mereka 

mengalami lebih ccrldenrng cepat "dewasa" dibaridingkan dengan anak 

seusianva. Mereka ccnderung kurang memperoleh masa dunia sebagai anak- 

anak yang berada pada lnasa cendenmg bermain. Dalam interaksi sosialnya 

dengan lingkungan, biasanya anak jalanan yang masih mendapat cukup 

perhatian dari orang tuanya, menampakkan adanya filterisasi dalan 

menyerap nilai dan nonna linghlngan mereka di jalan. Hal ini nampak 

dalam tingkat ketaha~lan diri anak terhadap kecenderungan perilaku 

menyimpang seperti tindakan asusila ~naupun tindakan kejahatan lainnya. 

Sebagian dari mereka tetap melaksanakan kewajiban agama dan 

menghindari ajakan teman dari perbuatan asusila. Kuatnya pertahanan diri 

ini lebih dikarenaka~l masih adanya bunbingan orang tua dalam kehidupan 

mereka terkhusus masalah keagamaan dan moral. Sedangkan untuk anak 

jalanan yang kurang atau tanpa perhatian orang tua, mereka rentan terhadap 

pengaruh lingkungar?nya. Kurangnya perhatian orang tua terutarna dalam 

bentuk bimbingan untuk bersikap dan berperilaku serta disiplin dan kontrol 

diri yang baik, membuat pertahanan diri mereka rapuh. Mereka mengadopsi 

perilaku lingkungan di kawasan taman Imam Bonjol dan Pasar Raya Padang 

tanpa filterisasi. Penlaku sekelilingnya seringkali diadopsi sebagai acuan 

dalam bers~kap dan berperilaku, yang seringkali perilaku acuan yang 

mereka dapati adalah perilakx yang kurang dan bahkan cenderung 

bertentangan dengan norma sosial yang ada. 



Oleh sebab itu, faktnr utalna penyebab banyak anak jnlanarl di kora 

Padang yaitu sebagai sebuall benh~k rnerlcari nafkah. Kasi Trantib Satpol PP 

Kota Padang, pada wawancara tanggal 26 Agustus 2011 yang mengatakan 

bahwa: 

"Banyak orang ma anak di kota Padang yang mempekerjakan 
anak-anak menjadi pengamen dan pengemis di jalarlan. Ini 
terlihat hasil razia lnaupun pengamatan kami di lokasi jalan 
Badindo Aziz Chan depan Taman Imam Bonjol Kota Padang, 
an&- anak jalanan tersebut dibawah pengawasan orang tua 
mereka melakukan kegiatan di jalan sebagai pengarnen dan 
pengemis, setelah mendapatkan uang hasil kegiatan tersebut 
langsung si anak menyetorkan uang kepada orang tuanya. 
Padahal hasil dilakukan razia telah beberapa orang tua mereka 
bejanji untuk tidak lagi mempeke rjakan anak-anak mereka di 
jalanan tersebut" (Wawancara tanggal 26 September 201 1). 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian, 

., terlihat beberapa orang tua anak-anak jalan duduk di Tarnan Imam Bonjol 

mengawasi anak-anak mereka yang berumur antara 5 - 10 tahun mengamen, 

berjualan makan rninum ke kendaraan angkutan m u m ,  menjual sapu lidi 

dan mengarnen. Menurut Ida, sekitar 35 tahun (wawancara, 30 Ag~stus 

201 1) mengungkapkan : 

"Memang pak anak-anak ambo mancari pitih di jalan ko (Jalan 
Hagindo Azis Chan) sabab dek karano kadaan ekononri kami 
pak. Kalo manggaleh lah dinibo iapi n h k  bauntuang sarupo 
arzak-anak kami macari pitih di jalan ko pak. Memarrg pernah 
arrak-anak kami kanai razia Satpol PP, lalu kami tliminta 
mambuek surek perjanjian ndak mernperkerjakan amk-anak 
kumi di jalan. Tapi baa lah pak, pancarian kahidupan kami 
niemang lab di jalan ko anta kaIo pamarintah lai p u r ? ) ~  caro 
srtpayo kami bisa bausaho nun lai mang~rntuangkun tnn~u ndak 
manyuruah anak-anak ko mancari pitih di jalan lai. ( h Iemang 
pak anak-anak saya mencari uang di jalan ini, sebab keadaan 
ekonomi. Jika berjualan sudah dicoba tetapi keuntungan yang 
diperoleh tidak seperti anak-anak kami mencari uang di jalan. 
hlemang pernah an&- anak kami kena razia Satpol PP, lalu 



kami dirninta mc~nhuat surat perjanjitin tidak memperke jakan 
anak-anak kalni lagi di jalan. Tetapi bagairna~la lagi sehab 
pencarian nafkah kehidupan kami di jalan ini, kecuali 
pemerintah punya cara agar kami dapat benisaha yang 
menguntungkan tenhl tidak lagi menylruh anak-anak ~ n i  
tnencari uang di Jalan lagi)". 

Sebagairnana dirlngkapkall Rosni, 3 8 tall1111 (wawancara di tarnan 

Ilnaln Bonjol depan jalan Bagindo Azis Cha~i, 2 September 20 11) bahwa : 

"Dtrlu kmri ko .~abat~a 171'0 lai punyo zisaho manggaleh ptrk. 
Kami manggaleh di pasar ra,va dun terminal Goan Hoat. Tc~pi 
samanjak terminal angkztlun kota tu barubah jadi SPR strlik 
kami manggaleh la;, Dzrltc kumi manggaleh mintun dun makanan 
ringan. Anak-nak kami ikuk mambantu manggaleh tu. Kalo 
mambali petak toko atatr nlanyeo tanrpek di SPR yo ndak talok 
dek ekonomi kami pak. Tampek manggaleh sebagai kah limo 
ndak lo ado disitu n a m p a b o  pak. Sahinggo unruk mencuknik 
kan kebutuhan sehari-ahri tapaso anak-anak mabo minta 
manjadi pengarnen di jalan tu. Tiok hari ambo mangawasi 
anak-anak tu nun sadang di jalan tu. (Dulu kami sebenarnya 
punya usaha yang ctlkup memadai b a g  kebutuhan sehari-hari di 
pasar raya dan terminal Hoan Goat kota Padang. Tetapi sejak 
terminal berubah fungsi saya dan suami kesulitan mencari lokasi 
berjualan. Dulu kami berjualan makan dan minuman sebagai 
pedagang kaki lirna. Anak-anak kami turut membantu be jualan. 
Tetapi sejak tenninal berubah menjadi Sentra Perdagangan 
Rakyat (SPR) kani tidak sanggup membeli petak toko yang ada. 
Lokasi bagi kami be rjualan sebagai pedagang kaki lima (PKL) 
pun tidak ada sehingga akhu terpaksa menywuh anak-anak 
bekerja sebagai pengamen atau semacam itu lah di jalan tu 
(Bagindo Azis Chan) guna memenulu kebutuhan sehari-hari. 
Saya mengawasi anak-anak setiap hari, sementara suami saya 
bekerja sebagai bun& di pasar raya)". 

Yang di ungkapkan oleh Rosni tersebut juga harnpir sama dengan 

yang dikemukakan oleh Tuti, 35 tahun (wawancara 2 September 2011 di 

taman h a m  Bonjol Padang) : 

"Ambo dulu manggaleh lado jo sayua pak. Manggaleh di pasa 
raya, tapi sajak gampo 2009 tu lah payah lo manggaleh di pasa 
raya tu, apolagi krta sadang ado lo masalah nun alun asalasra 



an/at.o pec/a,oang jo M irliko fa tan fang pasa 111. Makin ndcr X- joleh 
baa car0 matlggolel? loi. Scihinggu nnak ambo nnn bani h( ilrrnua 
6 tahzln 111 jadi ar~akjtriancln. Anak ambo kabcrfulan yo sit.~i~ig tzr 
pak. Dek inyo lai lakl-laki Iai ndak ruasual~ bana ambo kalo 
inyo karnjo di jalatl tu mengamen doh, lapi atlzbo mrap 
rnenga~7asi nyo takzlik kok baa-baa nyo beko tnaklzlrn inyo ~nasih 
kerek banc. ( Saya dull1 berjualan cabe dan sayur di pasar raya. 
Tetapi sejak gempa bu~ni (30 September 2000) sulit berjualar~ di 
pasar raya Padang, apalagi kebetulan masalah pasar raya dcngan 
Walikota belum tent11 penyelesaian dengan para pedilgang 
(hingga saat pengumpulan data masalah tersebut tuntas). Anak 
saya benunur 6 tahun jadi anak jalanan. Karena dia laki-laki 
maka saya tidak terlalu risau ia bekerja di jalan tersebut. Tetapi 
saya tetap mengawasinya karena anak tersebut masil kecil 
usianya)". 

Dari gambaran temuan diatas terlihat bahwa penanggulangan anak 

jalanan di kota Padang tidak bisa dilakukan dengan melakukan razia semata 

oleh perangkat organisasi daerah kota Padang yang berkaitan dengan 

penanggulangan tersebut. Perangkat organisasi daerah yang berkaitan 

langsung diantaranya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dissomaker) dan 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tetapi mesh dilakukan 

penanggulangan dengan meliputi berbagai aspek yang komprehensif. Antara 

lain pemerintah kota Padang (Pemko) mesti membuat suatu program 

terkoordinasi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi yang terdapat di kota 

Padang. Upaya ini dapat dilakukan dengan implemnetasi kebijakan secara 

terkoordinasi dan sistematis menyelesaikan dengan segera pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi yaitu pasar-pasar terutama pasar raya kota Padang 

dan terminal angkutan umim baik untuk angkutan urnum dalarn kota 

maupun angkutan umum luar kota/antar kota dalam provinsil antar kota luar 

provinsi. 



Walaupun berbagai i~iasan telah dikemtlkakan oleh anak jalanan dan 

para orang tua ainak jjalaniin diatas, menunlt beberapa pengguna jalan di 

Bagindo Azis Chan menge~ilukakan sebagai berikut : 

Desi, pelajar SLTP, I t tahun (diwawancarai sewaktu diatas angkutan 

wnum, setelah para pengainen hlnm kendaraan angkutan urnlun, 29 Agustus 

201 1 )  mengungkapkan: 

"Sering saya sebenarrlya merasa kuatir dan takut dengan anak- 
anak jalanan yang mengamen di atas angkutan urnurn, apalagi 
manakala diatas angkutan umum hanya beberapa penumpang 
saja tanpa ada penumpang lelaki dewasa. Sebab para pengamen 
yang ben~sia sekitar 15 - 18 tahun jlka mengamen diatas 
angkutan umurn kadang kala mereka be rjumlah lebih dua orang, 
jika mereka mengameri mengikuti jalw angkutan urnum ini saya 
merasa h a n g  nyarnarl takut terjadi sesuatu yang kurang baik 
terhadap diri saya. Kadang saya memberi uang sekitar 1000 - 
2000 rupiah, pembenan ini kadang seolah terpaksa dan tidak 
ikhlas karena dengan memberi uang pada mereka tentu uang 
belanja saya menjadi berkurang. Uang belanja yang saya punyai 
hanya sedikit saja, karena saya juga berasal dari keluarga 
ekonomi yang pas-pasan saja. Pada umumnya setahu saya 
bahawa para pelajar \rang naik angkutan umum berasal dari 
ekonomi yang menengah kebawah. Oleh karena kami dari 
eknomi menengah ke bawah ini merasa terbebani lagi dengan 
terpaksa kadang-kadang hams rnemberi uang kepada para 
pengamen di jalanan tersebut. Memang mereka tidak memaksa 
untuk memberi uang tetapi bagaimana ya, karena mereka 
mengamen untuk mendapatkan uang kadang terasa kurang enak 
juga jika tidak memberi uang kepada mereka. Saya pribadi 
sangat terganggu dengan keberadaan mereka mengamen di atas 
angkutan umum ataupun mengamen di samping kendaraan 
urnum sewaktu lampu pengatur lalu lintas benvama merah". 

Herman, 38 tahun perlgendara kendaraan roda empat plat hitam 

(wawancara di lapangan parkir sekitar taman Imam Bonjol) 

mengungkapkan: 



"Memang sepertin~ra anak-anak jalrulan dan penganen serta 
pengemis dalaln bcraktifitas terlihat tidak Inengganggu para 
pengguna kendaraan. Tetapi saya secara pribadi lnerasa sangat 
terganggu, karena jika tidak memberi i~ang kepada mereka 
kuatir mobil saya digores ole11 mereka dengan u~ang koin. Selnin 
itu, juga kuatir ketika lampu sudah benvarna hijau setnentnra 
mereka mash berada di jalan atau berada disamping moljil, 
kalau-kalu nanti terkena senggol lnobil tentu menimbulkan 
pernasalahan yang panjang, karena disamping teman-teman 
mereka (pengamen dan pengemis di jalan) mengamtlk pada 
saya, maka saya juga akan benlnlsan dengan kepolisian karena 
terjadi kecelakaan lalu lintas manakala tersenggol mereka". 

Arnir, pengendara roda dua, 20 tahun, mahasiswa sebuah PTN di kota 

Padang (wawancara di perpakiran taman Imam Bonjol) mengungkapkan : 

"Kesulitan ekonomi saat ini faktor penyebab banyak orang dan 
anak-anak di jalanan. Tetapi disisi lain menurut saya seperti 
menjadi pengamen dan pengemis di jalanan dapat memberi 
keuntungan yang besar. Sehingga dari yang pernah saya dengar- 
dengar dari orang-orang bahwa menjadi banyak pula para 
pengamen dan pengernis ini dikoordinir oleh pihak-pihak 
tertentu. Bahkan tak jarang saya dengar pula para anak-anak 
jalanan yang remaja setelah mendapatkan uang di jalanan 
digunakan untuk foya-foya, karena menganggap mudah yang 
didapat dijalanan tersebut dengan cara yang ~nudah. Saya juga 
merasa h a n g  nyaman dengan keberadaan pengamen dan 
pengernis di jalanan tersebut, bukan karena iri mereka dapat 
uang dengan cara mudah tapi masalahnya soal kearnanan dan 
ketentraman di jalan bagi pengguna jalan itu sendiri. Anehnya, 
para polisi lalu lintas seolah-olah juga turut inembiarkan anak- 
anak jalan beraktifitas di jalanan padahal mereka tersebut dapat 
dianggap menggangu kenyamanan pengguna jalan lalu lintas 
tersebut. S e b a h y a  memang ada Perda tentang mengatasi anak- 
anak jalanan, pengemis dan pengamen di jalanan dan angkutan 
umuln agar dapat menimbulkan kenyamanan bagi pengguna 
jalan dan angkutan umum di jalan". 

Selanjutnya, Buyung, 32 tahun, sopir angkutan kota (wawancara 

diatas angkutan kota yang bersangkutan, tanggal 30 Agustus 2011) 

mengungkapkan : 



"Saya pernah tnencoba rnelarang anak jalalian dari pengamen 
naik kendaraan j.allg saya bawa, tapi keniudian mereka 
tnendatangi saya raniai-ramai dan marah-marah pada saya. Oleh 
sebab itu saya akhirnya terpaksa ~nembiarkarl mereka 
mengamen dan mengcmis diatas angkutan wilum yang saya 
bawa. Lagipula selama ini rang saya ketahui diatas atigkutan 
umuln yaig saya bawa mer-eka tidak melakt~kan lial-ha1 yang 
kurang baik selain mengalnen dan nlenge~nis. Walaupun 
sebahagian besar yarig snya rasakan para penulnpang lnenlang 
merasa h a n g  nyanan dengan adanya pengamen dan pengernis 
berada dalam angki~tan umwn atau berada disamping angkutan 
umum". 

Sedangkan menurut Amzarus Bagian Koordinator Unit Trantib Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam wawancara, yang menyatakan 

bahwa: 

"Keberadaan anak jalanan di kota Padang terkadang menganggu 
ketertiban d m  kearnanan masyarakat berkaitan dengan 
ketertiban lalu lintas, karena terkadang anak jalanan menganggu 
akses-akses umum seperti halte, lampu merah, bekerja disekitar 
trotoar, telfon umum, dan lain sebagainya. Sehingga dengan 
dilakukannya tmdakan penertiban, diharapkan agar fasilitas 
umum yang tersedia dapat befingsi semestinya" (Wawancara 
tanggal 28 Juli 201 1) .  

Selanjutnya Ridho Satria selaku Kepala Bidang Trantib Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Padang dalam wawancara pada tanggal 11 Agustus 

20 1 1 mengungkapkan bahwa: 

"Anak jalanan di kota Padang terkadang meresahkan ketertiban 
umum dan mengharnbat ketertiban lalu lintas, masalah inilah 
yang sering dikeluhan oleh masyarakat kota Padang. Hal lain 
juga dapat kita lihat dnri beberapa perilaku anak jalanan yang 
dapat inerusak mobil apabila tidak diberi uang dan anak jalanan 
saat me~ninta terkesan setengah memaksa". 

Dari temuan diatas para pengguna jalan di Bagindo Azis Chan terlihat 

merasa terganggung kenyaman dan ketentramannya akibat banyak anak 

jalanan, pengamen d m  pengemis di jalanan tersebut. 



4.1.2 Temuan dan Analisis Pembinaan Anak Jalanan olch Pemerinti~h 

Kota Padang 

Berdasarkan wawancara dengan Risman Kepi~la Bidang Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia di Dinas Sosial Tennga Kerja 

Kota Padang pada tanggal 2 Agustus 201 1 beliau menvampaikan bahwa: 

"Upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial dan Tenaga 
Kerja Kota Padang pada Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial 
Anak dan Lanjut Usia, dalam menghadapi masalah anak jalanan 
di kota Padang: 
1. Melalui sosialisasi yang disampaikan melalui selebaran yang 

berisi larangan-larangan untuk membiasakan diri tidak 
memberi pada anak jalanan, karena semakin kita memberi 
yang ada nanti mereka akan bertarnbah banyak. Kalaupun 
tetap ingin membantu dapat disalurkan melalui LSM yang 
ada. 

2. Dilakukannya penertiban anak jalanan oleh Dinas Sosial dan 
Tenaga Kerja Kota Padang yang bekerja sama dengan pihak 
terkait lainnya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Padang". (Wawancara tanggal 2 Agustus 201 1)". 

Lebih lanjut ditambahkan lagi oleh Arnzarus Bagian Koordinator Unit 

Trantib Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam wawancara pada 

tanggal 28 Juli 201 1 yang menyampaikan bahwa: 

"Karni selaku penyelenggara ketertiban dan ketentraman mlum 
berupaya dengan mengambil tindakan dalam menghadapi 
masalah anak jalanan, yaitu dengan dua tindakan: 

1. Tindakan Pre-emtif yaitu upaya penanggulangan secara dini 
agar tidak semakin banyaknya jumlah anak jalanan di kota 
Padang, dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor penyebab 
muncuhya anak jalanan di kota Padang. 

2. Tindakan Preventif, merupakan pengendalian situasi 
khususnya yang menyangkut aspek untuk mengurangi atau 
meniadakan kesempatan terjadinya pelanggaran ketertiban 
dan ketentraman umurn akibat perilah anak jalanan, serta 
pernbinaan pribadi seperti memberikan nasehatl peringatan, 



tindakan pe~lgetnbaliail anak jitlaian ke keluarganya, 
pemberiatl efek jera". 

Dalarn penangglangan cia11 pembiriaan mak jalanan di Kota 

dilakukan oleh Pctnerintah Kota Padang melalui perangkat organisasi 

daerahnya yaitu Dinas Sosial d a n  I'enaga Kerja dan Satuan Polisi Pamong 

Praja. Pembinaan anak jalman dilakukan melalui Dinas Sosial dan Tenaga 

Kerja yang secara khusus dilahukan oleh Bidalg Kesejahteraan Sosial. 

Sedangkan dalam ha1 penanganan penanggulangan berbentuk razia 

dilakukan secara bersama terkoordinasi antara Dinas Sosial dan Tenaga 

Kerja dengan Satuan Polisi Pamong Praja manakala razia dimaksudkan 

mendata untuk pembinaan. Tetapi dapat pula razia dilakukan olen Satuan 

Polisi Parnong Praja terhadap anak jalan apabila berkaitan dengan keadaan 

ketertiban umum sesuai dengan salah satu tugas pokok dan fungsi Satuan 

Polisi Pamong Praja. Kernudian berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan Rustirn Kepala Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

Anak d a .  Lanjut Usia, tanggal 26 Juli 20 1 1 yang menyatakan bahwa : 

"Pembinaan yang dilakukan terhadap anak jalanan yang berusia 
16 tahun - 18 tahun dalam bentuk pelatihan, antara pelatihan 
montir bekerjasama dengan balai latihan kerja, kadang juga 
dengan Universitas Neger-i Padang (UNP) dalam ha1 adanya 
kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Dosen 
UNP. Kegiatan pelatihan menyesuaikan dengan ketersediaan 
alokasi anggaran yang tcrdapat dalarn Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah Kota Padang". 

Implementasi kebijakan pelatihan bagi anak anak jalan dilakukan 

dengan terlebih dilakukan razia terhadap anak jalanan dengan beke jasama 

dan berkoordinasi dengan Satttan Polisi Pamong Praja. Setelah dilakukan 



razia ~naka para anak jalatlan yang terjaring didata dan dilaktkan klasifikasi. 

Bcrdasarkan hasil wawancara dengan Yandrison, Kepala Satpol PP 

Kota Pndang, 28 Juli 201 1 inengungkapkan : 

"hlemang pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam ha1 
program pembinaan yang mereka laktkan bagi pembinaan anak 
jalan berkerjasama dan berkoordinasi dengan pihak Satpol PP. 
tlasil razia dilakukan terhadap anak jalanan dalarn pembinaan 
lebih lanjut dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. 
Satpol PP hanya membantu razia anak jalanan tersebut sesuai 
dengan tugas pokok dan fimgsinya. Sedangkan razia anak 
jalanan yang dilaktlkan dalarn ha1 persoalan ketertiban urnum 
maka Satpol PP melakukan razia anak jalanan tanpa perlu ada 
koordinasi dengan pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Tetapi 
biasanya setelah dilakukan razia terhadap anak jalanan 
dilakukan proses verbal apabila mereka mempunyai orang tua 
maka dipanggd orang tua yang bersangkutan, apabila mereka 
tiada mempunyai orang tua atau keluarga maka dilakukan 
koordinasi dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja bagi 
pembinaan selanjutnya misal penempatan anak jalanan pada 
panti asuhan binaan Dinas tersebut atau disalurkan pada panti 
asuhan lainnya oleh dinas tersebut". 

Selain dengarl melakukan razia pendataan anak jalanan yang akan 

diberikan pelatihan bagi yang telah mernpunyai usia 16 - 18 tahun juga 

dilakukan dalam bentuk lain. Dalam wawancara pada tanggal 2 Agustus 

201 1, Risman Kepala Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial menjelaskan 

bahwa: 

"Proses pendataan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas 
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dilakukan melalui PSM 
(Pekerja Sosial hlasyarakat) yang berada pada tingkat 
kelurahan, melalui TKSM (Tenaga Kerja Sosial Masyarakat) 
yang berada pada tingkat kecarnatan, dan karni juga bekeja 
sarna dengan mahasiswa bWP". 

Selnentara itu Rustim Kepala Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

Anak dan Lanjut Usia dalam wawancara yang mengatakan bahwa : 



"Sebelum dilak&annya pembinaan keterampilan kerja untuk anak jalanan, 
terlebih dahulu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang melakukan 
pendataan anak jalanan, pendataan tersebut dilakukan melalui PSM 
(Pekerja Sosial Masyarakat) yang berada pada tingkat kelurahan, 
selanjutnya melalui TKSM (Tenaga Ke rja Sosial Masyarakat) yang berada 
pada tingkat kecamatan dan melalui laporan data Satuan Polisi Pamong 
Praja Kota Padang yang diserahkan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 
Padang" (Wawancara tanggal 26 Juli 201 1 ). 

Implementasi tentang data anak jalanan tersebut diduhmg ole11 data 

dokumentasi seperti terlihat pada tabel berikut: 

Sun 

Tabel 1 Rekapitulasi Data Anak Jalanan di Kota P 
Hingga Tahun 2010 

'adang 

NO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

I 

, Berdasarkan tabel di atas dapat luta lihat bahwa setiap tahun Dinas Sosial dan 

I 

I 
Tenaga Ke rja Kota Padang melakukan penanggulanagan dan pembinaan kepada anak 

Tahun 
2006 
2007 

nber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Tahun 201 1 

2008 
2009 
2010 
201 1 

I jalanan melalui pelatihan keterampilan kerja bagi anak jalanan. Selain mela!ui PSM 

I (Pekerja Sosial Masyarakat) dan TKSM (Tenaga Kerja Sosial Masyarakat) Dinas Sosial 

Data Awal 
994 
994 
786 
766 
74 1 
7 10 

dan Tenaga Kerja Kota Padang juga memperoleh data anak jalanan dari Kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yaitu para pengemis, pengarnen di jalanan yang 

Yang Ditangani 
- 

208 
20 
25 
3 1 
15 

te jaring dalam operasi razia yang dilakukan oleh Satpol PP. Operasi razia 



1 ang dilakukan oleh Satpol PP dalrun rangka menegakkan Peraturan Daerah 

(Perda) tentang ketertiban dan kctentraman. 

Setelah dilakukannya penertiban pada anak jalanan, selanjutnya 

anggnta Satuan Polisi Parnong Praja melakukan pcndataan kepada anak 

jalanan yang terjaring saat penertiban, yang tidak me~npunyai tempat tinggal 

tetap di kota Padang diserahkan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 

Padang bagi pembinaan di panti asuhan atau ditempatkan pada rumah 

perlindungan anak (RPA) untuk memperoleh pembinaan keterarnpilan kerja. 

Narnun hasil pendataan yang dilakukan tidak tersusun rapi sehingga 

ketika peneliti bersama tin1 benipaya mendapatkan pendataan yang telah 

dilakukan setiap kali telah dilakukan razia bersama tersebut pihak Bidang 

Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang 

belum dapat memberikan data tersebut secara lengkap kepada peneliti. 

Sehingga pendataan yang dilakukan terlihat hanya parsial dan sekedar untuk 

pelaksanaan program kegiatan tahunan. 

Untuk menunjang terlaksananya program-program yang telah 

direncanakan, tentunya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang 

membutuhkan anggaran. Selain dari APBD maka bidang kesejahteraan 

Sosial Anak dan Lanjut Usia juga mendapatkan alokasi dana dari BAZDA 

kota Padang. Hal ini diungkapkan oleh Risnlan Kepala Bidang Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia, (wawancara pada tanggal 2 

Agustus 201 1) bahwa: 

"Anggaran untuk Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang 
pada Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut 



Usia diperoleh dari APBD (.bggaran Pe~ldapatan lrelatlja 
Daerah) di samping itu diperoleh BAZDA (13aclan Amil Zakat 
Daerah) Kota Pada~ig untuk pembinaan anak jalanan dan 
pengsunen serta pengemis tersebut maupun orang lanjut usia 
yang tiada mempunyai keluarga yang mengilnls mcreka". 
(Wawancara tanggal 2 Agistus 20 11)". 

Hal senada juga diungkapkan ole11 Bapak Rusti~n Kepala Bidang 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia tlalam wawancara 

pada tanggal 26 Juli 2011 mengenai anggaran untuk Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja Kota Padang pada Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 

Anak dan Lanjut Usia: 

"Berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) 
dan BAZDA (Badan Arm1 Zakat Daerah) Kota Padang yang 
kemudian digunakan untuk memberikan pembinaan 
keterampilan kerja anak jalanan di kota Padang" (Wawancara 
tanggal 26 Juli 201 1). 

Jika dilakukan penilaian implementasi kebijakan tersebut, memang 

mentuut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat saja perangkat 

organisasi daerah memperoleh dana bagi pelaksanaan program kegiatan dari 

pihak lain. Asalkan dana yang diperoleh tersebut bersurnber yang jelas dan 

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dana 

zakat dari Bazda kota Padang dipergunakan bagi program anak jalanan dan 

fakir miskin di kota Padang tentunya penggunaan tersebut dapat dianggap 

sesuai dengan maksud daripada zakat dalam ajaran agama Islam. 

Bentuk lain kebijakan yang dimplementasikan oleh Pemerintah kota 

Padang pada tahun 2011 dalam rangka penanggulangan dan pembinaan 

anak jalanan yaitu; program Rurnah Perlindungan Anak dan membentuk 



koniisi anak yang ar7ggarannJ.a berasal dari APBD pada lnata anggaran 

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Unh~k RPA telah ada upaya 

dengan menyewa tempiit, yang ketika dilakukan kunjungan pada tanggal 10 

Oktober 20 11  yang clirnaksudkan tntuk tempat pembinaan keterampilan 

kerja anak jalanan dalam benttlk pembinaan keterampilan seperti belajar 

menyetir, bengkel, counter Hp, perbaikan Hp, sablon dan lain sebagainya 

ternyata belum dihngsikan, sebagairnana peencanaan program tersebut. 

Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Kabid Kesejahteraan anak mengungkapkan, bahwa; 

''Program yang terlaksana pada lokasi Rumah Perlindungan 
Anak yang berlokasi di Lantai 1 Gedung SMPN 7 Lolong- 
Padang tersebut adalah pelatihan setir mobil guna mendapatkan 
SIM. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang 
dialokasikan APBD. 

Salah seorang pengarnen di persimpangan lampu merah Lapangan 

Imam Bonjol Padang yang bernama Rido (18 tahun) membenarkan 

pernyataan dari Risman Kabid dalam wawancaranya di Taman Imam Bonjol 

Padang yang rnengatakan: 

"Ia saya pernah mengrkuti pelatihan keterampilan kerja yang 
diadakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dan 
saya ikut dengan 11 orang anggota untuk pelatihan setir mobil, 
kegiatannya diadakan selama 15 hari". (Wawancara tanggal 11 
Agushis 201 1). 

Namun menurut yang diungkapkan oleh Wawan ( 21 tahun) bahwa 

program tersebut belum mencapai sasaran yang ditargetkan yaitu: 

"Saya pernah ikut pelatihan keterampilan ke rja dari Dinas Sosial 
dan Tenaga Kerja Kota Padang, waktu itu saya ikut pelatihan 
setir mobil. Tapi setelah saya ikut pelatihan setir mobil tersebut 
saya hanya mendapatkan SJM A (Pribadi) dan belum SIM A 



(U~nurn). Kalau saya merniliki SlIvl A (Pr-ibadi) tentunya saya 
tidak dapat menggunakannya untuk ~nengendarai kendaraan 
angkutan ulnum" (Wawancara 12 Agusttis 201 1). 
Kenyataan yang dilrngkapkan ole11 &do dan Wawan diatas tentang 

program pelatihan setir rnobil dan memperoleh Siirat Izin Mengemudi 

(SIM) yang dilakitkan ole11 Dinsosker Kota Padang. Berdasarkan ketentuan 

tentang penggmaan SIM tersebut bahwa sese\)rang bani dapat me~nperoleh 

SIM A Umum setelah pemah menggunakan Sl.M A Pribadi selama G (enam) 

bulan. Oleh sebab itu seharusnya program pelatihan ini dilanjutkan hingga 

para peserta pelatihan nlendapatkan SIM A Lmum, sehingga SIM tersebut 

dapat dipergunakan untuk mengemudi angkutan urnum. Karena program ini 

tidak dilanjutkan hingga mencapai SIM A Umum para peserta merasa 

kecewa dan SIM A pribadi yang telah diperoleh tidak dapat digunakan 

mengemudi angkutan umum. Keadaan ini menunjukkan bahwa kebijakan 

pelatihan yang dilakukan hanya seolah-olah mengejarkan target pelaksanaan 

kegiatan, belum dilakukan secara berkelanjutan hingga sasaran pelatihan 

dapat menggunakan hasil pelatihan sebagai upaya memperoleh atau 

mempunyai suatu pekerjaan baru sebagai upaya mengubah perilaku dari 

menjadi pengamen menjadi sopir angkutan m u m .  

Sedangkan dilihat dari aspek kebijakan dari sudut pandang 

implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Alfian, dkk (1980) 

maka Kebijakan yang diirnpleltlentasikan oleh Pemko Padang, berkaitan 

dengan upaya mengubah perilaku masyarakat sasaran yakni anak jalanan, 

dilihat dari upaya yang dilakukan masih bers~fat parsial belum dilakukan 

secara sisternatis yang mernpunyai danlpak perubahan perilaku 



berkela~~jutan. Program kerja yang dilakukan oleh Disosker Kota Padang 

dalam pembinaan anak jalanan baru sekedar ~nenjalankan program yang 

terlihat setengah hati. Apalagi upaya pembinaan dalan bentuk pelatihan 

berdasarkan data temuan diatas tentang pelatihan mengemudi dan ketnudian 

setelah lulus ~nendapat Suuat Izin Mengemudi (SIM) bagi peserta pelatihan 

beliun la11 tepat sasaran. Sebab SIM yang diperoleh tidak dapat 

dipergunakan untuk mengemudi angkutan umum karena yang diperoleh 

bani SIM kategori untuk mengemudi kendaraan pribadi roda empat. 

Sedangkan untuk mengernudi kendaraan angkutan umum mesti mempunyai 

SIM yang telah diperuntukkan unttlk diperbolehkan mengemudi angkutan 

urnurn. Sama ha1 pemberian modal kepada orang tua an&-anak jalanan 

yang pada tahun anggaran 201 1 sebesar 750 (tujuh ratus lima puluh ribu) 

rupiah berdasarkan data temuan diatas oleh orang tua anak-an& jalan 

temyata belum memadai untuk lnelakukan suatu usaha tertentu, termasuk 

dalam ha1 modal untuk digunakan berdagang. Sehingga penolakan 

penerimaan bantuan modal oleh Pemko melalui Dissosker tersebut karena 

penenmaan modal dihubungkaitkan dengan tidak dibolehkan lagi bagi 

orang tua yang telah menerima bantuan an&-anak mereka melakukan 

kegiatan sebagai pengernis atau pengamen di jalanan. Apalagi penghasilan 

anak-anak jalanan yang rata-rata mencapai 20 - 50 (dua puluh hingga lirna 

puluh) ribu sehari. Manakala orang tua anak-anak jalanan tersebut mermliki 

3 (tiga) orang an& yang mencari na£kah di jalanan maka tentunya rata-rata 

penghasilannya 3 x 50 = 150 (seratus lima puluh) ribu per hari yang jika 



dikalikan 30 hari dalain sebula~l tentu mencapai Rp 4.500.000 (empat juta 

lima ratus ribu nipiah). 

Dari perhittmgan diatas jelas alasan mengapa para orang tua anak- 

anak jalanan tersebut menolak banhian Pemko Padang terscbut. Penghasilan 

anak-anak mereka di jalanan jauh lebih besa~ dibandingkan dengan usaha 

misalnya berdagang dengan modal Rp. 750.000 (h~juh ratus lima puluh ribu 

rupiah). Seorang Hs ibu dari seorang an& jalanan yang melakukan 

kegiatan di jalan Bagindo Azis Chan mengungkapkan : 

"Modal untuk membeli becak saja bag  operasional berdagang 
tidak mungkin dengan uang sebesar Rp. 750.000 tersebut, 
bahkan untuk modal berdagang kecil saja misal berdagang 
asongan biayanya meliputi biaya membuat kotak dagang, sewa 
tempat, biaya retribusi dan biaya lainnya saja telah 
menghabiskan 213 bantuan tersebut, tentu tidak mungkin lagi 
dapat rnelakukan dagang dengan laba yang kemungkinan 
mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apalagi yang kami alami 
kebuhhan rata-rata sebulan saja dengan satu orang (ibu bapak 
dan satu anak) dapat mencapai 1,5 - 2 juta sebulan untuk dapat 
hidup minimal yang wajar". (wawancara 23 Agustus 201 1 di 
Taman Imam Bonjol Padang). 

Pemberian bantuan tersebut seperti kurang memperhitungkan studi 

kelayakan sebuah usaha tertentu yang dapat menghasilkan laba yang 

memadai. Karena itu terkesan pemberian bantuan lebih cenderung 

sepertinya sekedar menunjukkan adanya upaya perhatian pernko dalarn 

melaksanakan program kesejahteraan sosial dari pada menjalankan program 

yang rnenguatkan kemampuan ekonomi bag peningkatan kesejahteraan 

sosial masyarakat. 



4.1.3 Temuan dan Linalisis I'embinaan anak jalan pada rumah singgah di 

Kota Padang 

Progaln n~mah singgah di kota Padang pernah ada sejalan dengan 

kebijakan Pe~nerintah. X4enunlt keterangan hsman kabid kesejahteraan 

pada Dinsosker kota Padang bahwa terdapat rurnah singgah di kota Padang 

hasil pendataan tahun 2007 antara lain : 

1. Rulnah singgah Aditya Karya yang beralamat di Jln. M. 
Thamrin No. 49 X Padang. 

2. Rumah singgah Putra Mandiri yang beralamat di Kel. 
Labuhan Tarok Kec. Bungus Teluk Kabung Padang. 

3. Rumah singgah At-Taqwa yang beralarnat di Pasar Raya 
Padang Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat. 

4. Rumah singgah Srikandi yang beralamat di Jln. Imam Bonjol 
No. 19 depan Mesjid Nurul Iman Padang. 

5. Rumah singgah Musafir yang beralamat di RT 021 RW 01 
No. 15 Kel. Cupak Tanggah Kec. Pauh. 

6. Rumah singgah Amanah yang beralamat di Jln. Juanda No. 7 
C Padang. 

7. Rurnah singgah Bhakti YPKMI yang beralamat di Parak 
Manggis Parupuk Tabing Padang. 

8. Rumah singgah Bina Generasi yang beralamat di Jln. Parkit 
XVI No. 1 Ujung Karang. 

9. Rumah singgah Budi Asih yang beralamat di Jln. Alang 
Lawas Koto I1 No. 28 Padang. 

l0.Ruma.h singgah Asy Syifa yang beralarnat di Jln. Pila Tarok 
RT 021 RW IX Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Padang. 

1 1 .Rumah singgah FK Kota Padang yang beralamat di Jln. M. 
Thamrin No. 149 Padang (wawancara 29 Juli 201 1). 

Pendapat Khalidaulay mengenai rumah singgah yang sudah tidak 

berfimgsi lagi: 

"Sebenarnya mengapa rumah singgah h i  tidak berfungsi lagi 
alasannya tentu berkaitan dengan anggaran. Dulu dana untuk 
rurnah singgah ini kan berasal dari pemerintah pusat dan saat ini 
dana itu sudah tidak bejalan lagi, sebatas yang saya ketahui 
dulunya anggaran untuk rumah singgah ini terputus akibat 
gempa di Aceh pada tahun 2004 yang kemudian dana tersebut 
dialihkan untuk membantu rakyat Aceh yang terkena musibah. 



Lagi pula sebena-nya nlasalah kerja atau kepedulian sosial itu 
sebenanlya yang niasih kuuang dari dalarn dil-i ~nasyatakat kita, 
kadang-kadang mcreka menunjukan kepedulian mereka pada 
saat adanya kegiatan-kegiatan sosial yang ~nungkin nantinya 
akan menaikan nanla baiknya, bahkan ada juga yang menjadikan 
kegiatan memperhatikan nasib anak jalanan ini sebagai proyek 
kerja semata. Mereka berlomba-lomba membang~m tempat 
untuk perlindunga~l anak jalanan dengan anggaran yang besar 
namun narlti separoh jalan paling juga sudah berhenti dan itu 
mugkin sr~dah rahasia umum" (Wawancara tanggal 29 
September 201 1 di Mesjid Taqwa Muhanadiyah Padang). 

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir 

pembinaan anak jalan yang pernah menjadi program Pemerintah (Pusat) 

yang bekerjasama dengan pemerintah daerah termasuk pemerintah kota 

Padang, pada saat ini sudah tidak terlaksana lagi disebabkan tidak adanya 

alokasi anggaran bagi kegiatan rumah singgah yang disediakan oleh 

Pemerintah (pusat). 

Pada hakikatnya program rumah singgah dimaksudkan sebagai benh~k 

upaya untuk karakter mengatasi penyimpangan perilaku anak-anak jalanan. 

Sekaligus program rumah singgah juga dapat berfungsi sebagai sarana 

pemenuhan kebutuhan f isk ; makad minum, istirahati tidur, berobat, 

disamping sebagai pemenuhan kebutuhan non fisik ; kasih sayangl perhatian 

dan pertemanan para anak jalanan bersama dengan teman-temannya. 

Ketidaktersediaan anggaran lagi dalam APBN maupun APBD bagi 

pembinaan anak jalanan di nlmah singgah telah berhenti dengan sendirinya. 



4.1.4 Temuan dan Analisis Kendala Pela ksanaan Kebijakan Penanggulangan 

dan Pembinaan oleh Pemerintah Kota Padang Terhadap Anak Jalanan 

hdho  Satria Kasi Trantib Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang 

dalam wawancara pada tanggal 1 1 Agiistus 201 1, mengatakan: 

"Upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 
Kota Padang, yaitu pernah mencarikan orang tua angkat untuk 
anak jalanan, namun di antara mereka ada yang lari dan kembali 
bekerja di jalanan" (Wawancara tanggal 1 1 Agustus 20 1 I). 

Kemudian menunit Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Padang Gustin 

Pramona (wawancara pada tanggal 29 Juli 201 1) mengemukakan: 

"Dalam rapat dengar pendapat yang pemah dilakukan oleh 
Dewan dengan instansi terkait diperoleh gambaran bahwa 
banyak pula anak jalanan di kota Padang berasal dari luar kota 
Padang. Bahkan terdapat indikasi anak-anak tersebut ada yang 
mempekerjakan mereka atau bisa disebut ada yang 
mengeksploitasi mereka secara ekonomi. Namun para aparatur , 
pelnko mengalami kesulitan memprosesnya secara hukum yang 
berlaku karena terkendala belurn terbentuknya peraturan daerah 
yang mengatur tentang anak jalanan tersebut" (Wawancara 
tanggal 29 Juli 201 1). 

Selanjutnya ditegaskan lagi oleh Azwar Siry oleh Ketua Komisi IV 

DPRD Kota Padang (wawancara, tanggal 29 Juli 201 1) bahwa : 

"DPRD berperan dalam ha1 membuat kebijakan, bagaimana 
mengimplementasikan kebijakan dalam bentuk kegiatan adalah 
t ingkata~ya pemerintah daerah yang kemudian dal am 
pelaksanaannya sehari hari dilaksanakan berdasarkan SKPD 
terkait, selanjutnya DPRD kota Padang juga ikut memikirkan 
masalah anak jalanan di kota Padang. Bentuk perhatian 
pemerintah tersebut melalui: 
1. Mencoba membuat berbagai formulasi, ketentuan dan aturan 

sehingga anak jalanan itu tertata dengan baik. 
2. Menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai 

dengan usul dan saran pemerintah daerah khususnya. 
3. Melakukan pengawasan mengenai implementasinya yang telah 

dilakukan". 



Rustim Kepala Bidang I'elayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan 

Lanjut Usia, Dinas Sosial dan T'enaga Kerja Kota Padang saat wawancara 

pada tanggal 26 Juli 201 1 bahwa 

"Upaya yang dilahkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 
Padang pada Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan 
Lanjut Usia, dalam mengantisipasi adanya koord~nator anak 
jalanan yaitu n~elalui Ranperda (Rancangan Peratwan 
Perundang-undangan) yang tengah dibahas di DPRD yang 
intinya berisi larangan memberi, menjual dan merninta-minta 
dipersimpangan lampu merah  (Wawancara tanggal 26 Juli 
201 1). 

Sehubungan dengan belum diajukannya oleh Pemko Padang tentang 

Ranperda anak jalanan di kota Padang, menurut k d h o  Satria, Kabis Trantib 

Satuan Polisi Pamong Pra-ja Kota Padang dalam wawancara pada tanggal 11 

Agustus 201 1, mengatakan: 

"Pernah ada usaha Pemko Padang berrnaksud membuat draft 
ranperda yang mengatur pengemis, gelandangan dan anak 
jalanan namun terkendala adanya kecaman pihak lembaga 
swadaya masyarakat saat dilakukan uji publik ranperda tersebut 
karena adanya keberatan beberapa komponen masyarakat bahwa 
ranperda tersebut dianggap kurang sesuai dengan semangat 
perlindungan hak asasi manusia. Sehingga hingga saat belum 
lagi dilakukan tindak lanjut berkaitan dengan ranperda tersebut 
77 

Kemudian Amzarus Koordinator Unit Trantib Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Padang, saat diwawancarai di ruangannya pada tanggal 28 Juli 

20 1 1 menambahkan bahwa: 

"Upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Parnong Praja 
Kota Padang, yaitu adanya rapat yang diadakan oleh pemuka- 
pemuka masyarakat, alim ulama, MU1 (Majelis Ulama 
Indonesia), dan tokoh-tokoh Muhamadiyah yang mengadakan 
rapat di kantor Satuan Polisi Parnong Praja Kota Padang yang 
membahas bahwa orang-orang yang memberi uang kepada anak 
jalanan itu haram sifatnya, karena dalarn Islam telah diajarkan 



bahwa tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah. 
Nan11111 hingga saat ini putusannya belu~n ditetapkan" 
(Wawancara tanggal 28 Juli 201 1). 

Menun~t Samaratul Fuad (aktifis Perhimpunan Bantuan Hukurn dan 

Hak Asasi Manusia Sumatera Barat) bahwa; 

"Persoalan anak jalanan dalam sudut pandang hak asasi manusia 
sebe~~arnya mempekerjakan anak yang mash ben~sia sekolah di 
jalanan juga kurang sejalan dengan semangat hak asasi manusia. 
Karena pada usia sekolah anak seharusnya memperoleh 
kesempatan merlikmati pendidikan d m  waktu bermain dalam 
menjalani fase kehidupannya tersebut. Karena pengaturan 
ranperda yang dimaksud pihak Pemko tersebut seharusnya 
bukan semata mengatur larangan tetapi juga seharusnya memuat 
bagaimana upaya pembinaan yang lebih komprehensif Oleh 
sebab itu suatu perda berkaitan dengan ha1 tersebut sebaiknya 
jangan semata sebuah bentuk yang mengarah pada tindakan 
represif semata". 

Upaya pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemko kota Padang dan 

DPRD kota Padang untuk membentuk ranperda berhubungan dengan 

penanggulangan dan pembinaan anak jalanan, namun belum terealisasi. 

Adanya penolakan beberapa elemen masyarakat kota Padang terhadap 

upaya ranperda tersebut disebabkan ranperda tersebut lebih cenderung 

memberi ruang tindakan represif bagi aparat penegak hukum pada Pemko 

Padang daripada adanya upaya pembinaan yang sistematis terhadap anak 

jalanan di kota Padang. 



bahwa tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah. 
Namun hingga saat ini  putusannya belum ditetapkan" 
(Wawancara tanggal 28 Juli 201 1). 

Menurut Sa~naratul Fuad (aktifis Perlumpurnan Bantuan Hukiun dan 

Hak Asasi Manusia Sumatera Barat) bahwa; 

"Persoalan anak jalanan dalam sudut pandang hak asasi manusia 
sebenamya mempekerjakan anak yang masih berusia sekolah di 
jalanan juga kurang sejalan dengan semangat hak asasi manusia. 
Karena pada usia sekolah anak seharusnya memperoleh 
kesempatan menikmati pendidikan dan waktu bermain dalam 
menjalani fase kehidupannya tersebut. Karena pengaturan 
ranperda yang dimaksud pihak Pemko tersebut seharusnya 
bukan semata mengatur larangan tetapi juga seharusnya memuat 
bagaimana upaya pernbinaan yang lebih komprehensif. Oleh 
sebab itu suatu perda berkaitan dengan ha1 tersebut sebaiknya 
jangan semata sebuah bentuk yang mengarah pada tindakan 
represif semata". 

Upaya pembinaan yang telah dilakukan oleh Pernko kota Padang dan 

DPRD kota Padang untuk membentuk ranperda berhubungan dengan 

penanggulangan dan pembinaan anak jalanan, namun belurn terealisasi. 

Adanya penolakan beberapa elemen masyarakat kota Padang terhadap 

iipaya ranperda tersebut disebabkan ranperda tersebut lebih cenderung 

~nemberi ruang tindakan represif bagi aparat penegak hukum pada Pemko 

Padang daripada adanya upaya pembinaan yang sistematis terhadap anak 

jalanan di kota Padang. 



1.2 Pembahasan 

4.2.1 Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan Anak Jalanan oleh 

Pemerintah Kota Padang 

Kebijakan pernko dalam pembinaan anak jalaan beli~m marnpu membuat 

kecendnmgan orang tua anak jalanan dan para anak-anak tidak kembali ke 

jalanan. Adanya kebijakan program pembinaan anak jalanan yang 

dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang yang 

bertujuan untuk membina anak jalanan baik daiam pemberian pelatihan 

dan keterarnpilan d m  pemberian bantuan kepada orang tua sebesar Rp. 

750.000,- untuk menimalisasikan keberadaan mereka di jalanan. Narnun, 

irnplementasi program pe~nbinaan anak jalanan tersebut belum lah sesuai 

dengan apa yang diharapkan, mengingat kendala yang dihadapi seperti 

kurangnya dana dari APBD menjadi penghambat untuk melaksanakan 

program tersebut. Walaupun demikian temuan penelitian yang dilakukan 

peneliti di lapangan maka terlihat bahwa implementasi program 

pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang 

secara umum cendrung sudah cukup baik. Hanya kurangnya fasilitas d m  

dana untuk menjalankan pembinaan bagi anak jalanan tersebut. 

Secara umum Dissosker Kota Padang dalarn konteks implementasi 

kebijakan sebagaimana pendapat A1 fian,dkk (1 980) berhubung dengan 

upaya; 1). Pemrakarsa kebijakadpembuat kebijakan @he cenler) ; 2) .  

Pejabat-pejabat di lapangan (the periphery) melaksanakan kebijakan ; 3). 

Kelompok sasaran (target group) dalam ha1 ini penanngan dan pembinaan 



anak jalanan, maka dalam kebijakan upaya yang dilaliukan oleh para 

pejabat berada di  Dissosker Kota Padang untuk mengubah perilah anak- 

anak jalanan maupun orang tila anak jalanan telah dilaki~kan dengan 

melakukan ilnpletnentas~ kebijakan dalam bentuk pelatihan keterarnpilan, 

dan pemberian bantuan kepada orang tua anak-anak jalanan tersebut. 

Dalam konteks pejabat d i  lapangan berupaya mengatasi permasalahan atau 

melakukan penanggulangan anak-anak jalanan di lokasi penelitian terlihat 

adanya koordinasi yang baik antara instansi terkait dengan 

penanggulangan anak-anak jalanan di Jalan Bagindo Azis Chan Kota 

Padang. Pihak Dissosker berkoordinasi dengan pihak Satpol PP daiam 

melakukan razia anak-anak jalanan baik untuk pendataan dalam upaya 

pembinaan pelatihan dan pemberian bantuan, maupun menyalurkan anak- 

anak jalan yang tidak mempunyai orang tua atau wali di Kota Padang ke 

panti asuhan binaan Dissosker atau panti asuhan lainnya di kota Padang. 

Dalarn konteks kelompok sasaran dan kordinasi dengan jaringan terkait, 

pada permasalahan penanggulangan dan pembinaan anak jalanan pemko 

Padang melalui perangkat daerah terkait telah melakukan upaya 

mempengaruhi kelompok sasaran terkait dengan permasalahan tersebut. 

Bentuk upaya tersebut antara dengan melakukan koordinasi dengan 

Majelis Ulama Kota Padang, upaya membuat draft Ranperda berkaitan 

dengan anak jalanan, upaya peningkatan anggaran kepada pihak DPRD 

kota Padang. Disamping pada beberapa media cetak maupun media ying 

ada pada dunia maya (internet) juga memuat berita dan informasi upaya 



yang telah dilakukan dan kendala yang terjadi cialam penanggulangan dan 

pembinaan anak-anak jalanan tersebut. Upaya ini  merupakan bentuk target 

mempengaruhi kelompok sasaran opini publik terhadap upaya 

implementasi kebijakan yang dijalankan dan upaya ~nendapat tanggapan 

positif dari masyarakat luas atas kebijakan yang dilakukan tersebut. 

Manakala dihubungkan dengan pendapat N. Dunn (2003) bahwa suatu 

kebijakan publik (Public policy) semacam jawaban terhadap suatu masalah 

karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu 

keburukan dalam bentuk tindakan dan program tindakan terarah. 

Penanggulangan terhadap anak jalanan oleh Pemko Padang melalui 

Dissosnaker dan Satpol PP telah menarnpakkan implementasi kebijakan 

untuk mengurangi dan mencegah dampak negatif anak yang melakukan 

kegiatan di jalanan. Sebagaimana temuan diatas darnpak negatif anak-anak 

melakukan aktifitas di jalan antara lain; perkembangan perilaku yang lebih 

"cepat dewasa", lingkungan pergaulan kehidupan yang "keras" yang 

mempengaruhi sikap dan perilaku anak-anak yang beraktifitas di jalanan, 

serta dampak kesehatan. 

Penanggulangan dan pembinaan sebagai hasil penelitian Tata Sudrajat 

(1999) ; Karnaji (1999) ; Immanuel (2008) ; Hening Budiyawati, dkk 

(2009); Agus Ganjar Runtiko (2009) ; maka kebijakan penanggulangan 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus dilakukan dengan 

memperhatikan keadaan pennasalahan yang menyebabkan munculnya 

fenomena anak jalanan. Perrnasalahan tersebut meliputi faktor penyebab 



timbulnya anak-anak jrang yang beraktifitas di jalanan, keadaan di 

berbagai jalan yang ~nemberi peluang anak-anak jalan beraktifitas dan 

sebab timbulnya komunitas anak jalanan. 

Penanggulangan anak jalanan di kota Padang hams dilakukan dengan 

melakukan upaya mengatasi peluang akfitas anak-anak berada di jalan- 

jalan di kota Padang. Bentuk kebijakan ini hams dilakukan juga secara 

terkoordinasi dengan aparatur pemerintah terkait, antara lain pihak 

kepolisian di kota Padang. Sebab keberadaan anak-anak jalanan 

seharusnya juga dilakukan oleh aparat kepolisian yang bertugas di jalan- 

jalan kota Padang dengan bekerjasama dengan perangkat pemerintah kota 

Padang. Selama pengamatan berlangsung dalam penelitian h i ,  terlihat para 

aparatur kepolisian yang bertugas di pos lalu lintas di jalan seperti jalan 

Khatib Sulaiman, simpang jalan Rasuna Said dan jalan Bagindo Azis Chan 

tiada melakukan tindakan apapun terhadap anak- anak jalanan, para 

pengemis di pinggir jalan maupun yang mengemis terhadap mobil atau 

kendaraan yang berhenti sewaktu lampu t r m c  (pengatur lalu lintas) 

berwarna merah. 

Sebagaimana yang diungkapkan anak jalan dalam temua diatas bahwa 

dalarn melakukan aktifitasnya mereka merasa tidak mengganggu para 

penumpang angkutan umum maupun para pengendara berbagai kendaraan 

pada jalanan tersebut. Tetapi dari yang diungkapkan beberapa masyarakat 

pengguna jalan dalam temuan diatas terlihat bahwa kecenderungan 

sebahagian besar masyarakat pengguna jalan merasa terganggu dan merasa 



kurang nyaman dengan adanya pengarnen dar~ pengemis beraktifitas di 

jalanan. Selain ada kekhawatiran terganggunya keselamatan mereka atas 

prasangka yang terjadi juga kekhawatiran tergangb-nya arus lalu lintas 

akibat khawatir para pengendasa karena sesuahi dan lain ha1 dapat 

menyenggol (kendaraan mereka sewakhi lampu sudah berwarna b a u ,  lalu 

mulai melaju sementara anak - anak jalanan dan para pengamen dan 

pengemis berada disekitar kendaraan mereka) anak-anak dan orang-orang 

yang mengemis dan mengamen di jalan tersebut. 

Kendala Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan dan Pembinaan 
oleh Pemerintah Kota Padang Terhadap Anak Jalanan 

Dari temuan diatas terlihat kendala pelaksanaan kebijakan 

penanggungan dan pembinaan anak jalanan oleh Pemko Padang yaitu: 

sulitnya mengubah perilaku anak jalanan untuk tidak kembali ke jalan, 

keterbatasan dana pada APBD dan belum terealisasinya Perda yang 

berkaitan dengan penanggulangan dan pembinaan anak jalanan di Kota 

Padang. Sedangkan menurut para orang tua anak jalanan persoalan utama 

mereka memperkerjakan an&-anak mereka di jalanan disebabkan oleh 

faktor ekonomi. 

Penanggulangan dan pembinaan anak jalanan yang telah dilakukan 

oleh Pemko Padang dari gambaran temuan diatas terlihat belum dilakukan 

secara terarah yang sistematis serta berkesinambungan. Cenderung 

kebijakan yang dilakukan hanyalah untuk penanggulangan b a a  sekedar 

menjalankan program yang telah di alokasikan dalarn APBD. Program 



penibinaan yang terdapat pada Dissosnaker bidang kese-jaliteraan dari 

temuan diatas belum dilakukan dengan mengakomodasi kepentingan dan 

kebutuhan sesungg~hnya para anak jalanan termasuk orang h a  mereka 

yang lnemperkeljakan anak-anak jalanan tersebut. Persoalan 

utaina penanggtilangan anak jalanan selain dengan dibenhlknya peraturan 

daerah oleh pemerintah kota Padang dan Dewan Penvakilan Kakyat Kota 

Padang, juga hams iringi dengan upaya sungguh-sungguh pemberdayaan 

ekonomi warga kota. Selain itu bagi anak-anak jalanan yang tidak lagi 

bersama orang hla atau wali hendaknya pembinaan pada panti asuhan 

maupun nunah singgah dilakukan dengan sistematis dan didukung 

pembiayaan yang memadai dalam APBD. 

Pada Dissosnaker kota Padang terdapat ruang 

konsultasi untuk para rernaja dan pemuda narnun dalam pengamatan yang 

dilakukan oleh t i~n  peneliti, namun dalam beberapa kali kunjungan tirn 

peneliti terlihat ruang tersebut seolab-olah belum dirnanfaatkan dengan 

maksimal. Program ini sebaiknya ditingkatkan oleh pemerintah kota 

Padang dengan ~nemfungsikannya pada panti-panti asuhan yang terdapat 

di kota Padang. Penempatan program ini mesti diiringi dengan penempatan 

para PNS yang lnempunyai kompetensi dalam pembinaan konseling bagi 

para anak, remaja yang memerlukan pembinaan bagi perkembangan 

kehidupannya. Begitupula pembinaan 

pelatihan d m  kererampilan yang dilakukan hendak juga diiringi dengan 

upaya koordinasi Dissosnaker dengan berbagai dunia usaha yang ada di 



kota Padang, mauplm ~nembesikan peli~ang bel-usaha dengan kebijakan 

yang mampu membuat para remaja dan pemuda yang telah diberi pelatihan 

mampu mandiri dalan berusaha. Tennasik pemberian modal usaha bagi 

para orang tua anak jalanan hendaknya disesuaikan dengan usaha yang 

mem~ngkin memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Bantuan 

pemberian modal sebaiknya btlkan sekedar bantuan lepas yang diberikan 

"sekedarnya", tetapi pemberian bantuan modal yang memadai untuk 

melakukan usaha tertentu. Menentukan jumlah bantuan yang memadai dan 

bentuk usaha yang memungkinkan pada prinsipnya dapat dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Padang dengan berkoordinasi dengan pergunlan tinggi, 

perbankan, para penguasa di kota Padang maupun dengan menglakukan 

konsolidasi perangkat daerah yang ada pada Pemko Padang sehingga 

terdapat sinergi dalam pernberdayaan ekonomi kerakyatan di kota Padang. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Kencana (1999) 

suatu kebijakan harus diikuti dengan tindakan perurnusan program publik 

yang dapat diirnplementasikan serta bermanfaat bagi kepentingan publik. 

Bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau 

pejabat pemerintah saja. Hal yang tidak dilakukan pemerintah juga 

merupakan kebijakan publik karena mempunyai dampak yang sama besar 

dengan sesuatu yang dilakukan. Baik yang dilakukan maupun yang tidak 

dilakukan pasti terkait dengan satu tujuan sebagai komponen penting dari 

kebijakan. Paradigma yang mencari jalan kearah 

pembangunan yang berkeadilan harus mempertimbangkan berbagai 



kondisi-kondisi dan karateristik srlatu daerah agar dapat dipahami akar 

permasalahan dalam ~neningkatkan pertumbuhan dan kesejaliteraan 

masynrakat yang berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan 

dari dampak pembangunan yang dilakukan (Korten dalam Suminta, 2005). 

Paradigma ini rnemberi peran kepada individu bukan sebagai objek, 

melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan 

sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempenganlhi kehidupannya. 

Pembangunan yang dilakukan hendaknya berpusat pada rakyat sehingga 

rakyat merasa dihargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat dan 

kekhasan setempat. 

Sejalan dengan pandangan U1 Haq (1985) dengan pembangunan 

menjadikan rakyat sebagai subjek pembangunan maka dapat memperluas 

pilihan-pilihan manusia dalarn penunusan kebijakan sehingga kebijakan 

yang dirumuskan selaras dengan perkembangan pembangunan yang 

diharapkan oleh masyarakat tersebut. 

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan pembinaan terhadap 

anak jalanan di kota Padang masih kecil, karena anggaran yang diterima 

oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang berasal dari APBD. 

Hendaknya dengan adanya anggaran yang memadai mampu untuk 

menangani permasalahan anak jalanan. Hendaknya dengan anggaran yang 

memadai mampu untuk menangani permasalahan anak jalanan di kota 

Padaug. 

Selanjutnya seiring dengan yang diungkapkan oleh Retno Heny 



Pujianti (2009) bahwa terdapat i~nplementasi penang~ulangan d m  

pembinaan anak jalanan, diantaranya: (1) berbagai banh~an dari 

pemerintah yang tidak sesuai urltuk modal i~saha (2) program yang 

dilakukan bersifat partispal. 



RAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan: 

Hasil pembahasan diatas berkaitan dengan penanggulangan dan pembinaan 

anak jalan oleh pe~nko Padang rnaka dapat ditarik kesirnpulan sebagai berikut: 

1 .  Kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan penanggulangan dan 

pembinaan masalah anak jalanan telah melakukan implernentasi program 

pelatihan dan pemberian bantuan modal usaha bagi anak-anak jalan dan 

orang tua an& jalanan namum belum berkelanjutan dan bantuan modal 

belum memenuhi kriteria untuk usaha yang memadai. 

2. Para pejabat pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota belum 

mengalokasikan anggaran yang meinadai dan keseriusan dalam pembinaan 

anak jalanan, yang terlihat program hanya sebatas pelatihan belurn 

diteruskan dengan penempatan berusaha atau disalurkan pada perusahaan 

untuk bekerja.. 

3. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan dan 

pembinaan oleh Pemerintah Kota Padang dalam menangani masalah anak 

jalanan di Kota Padang adalah masalah anggaran yang kurang memadai 

serta masalah fasilitas umtuk tenlpat menarnpung anak jalanan yang masih 

kurang dengan fasilitas-fasilitas penunjang pengembangan keterampilan 

ke rja anak jalanan di kota Padang. 



B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ada bclwrapa saran yang 

dipertimbangkan dalan pelaksanaan kebijakan pe~~:tngg~langan dan 

pembinaan anak jalanan oleh Pemerintah Kota Padang dionr.11-anya: 

1. Sebaiknya direalisasikan Peraturan Daerah berhubur~g~rn dengan tentang 

penanggulangan dan pembinaan anak jalan schingga program 

penanggulangan dan pembinaan anak jalanan di kota Padang dilakukan 

dengan suatu aturan yang lebih tegas. 

2. Implementasi program pembinaan terhadap anak jalanan hendak disertai 

dengan peluang penempatan lokasi berusaha atau disalurkan bekerja, atau 

disekolahkan bagi yang mau bersekolah pada sekolah yang berasrama atau 

pesantren dengan disertai beasiswa dari Pernerintah Kota. 
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